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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat
(4) ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten Bengkayang 2021 - 2026;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

—Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

JPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 93);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran
Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2014 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
‘Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 20216 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021
Nomor 6).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2021-2026.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penananam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya
disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka
panjang di tingkat kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang
berlaku sampai dengan tahun 2026.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam merencanakan dan menyusun kebijakan yang terkait dengan Penanaman
Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mensinergikan dan mensinkronkan
seluruh upaya sektoral terkait dalam meningkatkan Penanaman Modal di Daerah
melalui penetapan prioritas sektor Penanaman Modal.

BAB 111
SISTEMATIKA RUPMK
Pasal 4

(1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Tinjauan Wilayah;
c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penanaman Modal;
d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri atas:
1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan produk unggulan daerah, infrastruktur, energi, dan
perdagangan;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment;
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan kopgrasi;
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6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. promosi, kerja sama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan Penanaman
Modal.
e. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM, terdiri atas:
1. tahap pengembangan penanaman modal yang mudah dan cepat
menghasilkan;
2. tahap percepatan pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha
jasa dan perdagangan;
3. tahap pengembangan industri skala kecil, menengah, dan besar; dan
4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
f. Pelaksanaan.
RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peta Panduan (Road Map) Implementasi sebagaimana pada ayat (1) huruf e
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RUPMK
Pasal 5

DPMPTSP dalam menyusun RUPMK mengacu pada Rencana Umum
Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas
pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Daerah.

RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Dalam penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan DPMPTSP Provinsi.

BAB V
PELAKSANAAN RUPMK
Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan
fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan
bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
di bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau
insentif Penanaman Modal.

Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan
pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RUPMK.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati



BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

(1) DPMPTSP melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RUPMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan melibatkan perangkat
Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali setiap 2 (dua) tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun
2022 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang (Berita
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tangggl 31 Desember 2025

BUPATI BENGKAYANG
ttd
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR..74
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR % ’ TAHUN 2025

TANGGAL : 2] Dt umbeee20 15
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 - 2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional" Secara umum, perencanaan pembangunan cli
Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah
terbagi menjadi perencanaan sektor dan spasial. Selanjutnya Perencanaan sektoral
diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan
otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah
selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi
daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut
pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi
ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik,
sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun
internasional.Dalam kaitannya dengan pembangunan dalam_sektor ekonomi, maka
kehijakan penanaman modal merupakan salah satu aspek penting yang harus diarahkan
secara baik, sehingga dapat menciptakan daya saing perekonomian nasional yang
mendorang integrasi perekonomian Indonesia menuiu ekonomi global.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya
saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal
diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara
berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik,
mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta
meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan peluang
munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses yang berpengaruh
ganda (multiplier effect)) sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara
berkelanjutan (sustainable). Berbagai impikasinya posistif dari investasi antara lain adalah
meningkatknya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat
mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan
multiplier effect bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung
(direct invesment) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal,
penciptaan lapangan Kkerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia. dan transfer

kemampuan manajerial.



Proses pembangunan ekonomi dalam wilayah akan melibatkan kegiatan-kegiatan
produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik. Untuk keperluan kegiatan-
kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat
produksi. Selain itu juga perlu disiapkan tenaga Kkerja atau sumber daya manusia
(SDM/ human capital) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti
gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM,
diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Guna memperkokoh perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia
usaha, saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupaya memantapkan stabilitas
ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat
berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung
pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan
upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan
karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan
pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan
Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang menjadi acuan bagi
pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan
kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif
dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat
pengembangan investasi di daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana
telah diamanatkan pada Pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2026. Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan
sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-
sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum, RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta
Panduan (roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan
penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang
akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional
yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang
Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Sedangkan peta panduan (roadmap) Implementasi Rencana
Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka
pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I Pengembangan
penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (quick wins and low hanging
fruits), (2) Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan
Perdagangan, (3) Fase Il Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan
(4) Fase IV Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan

mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur

2



perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

(RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). Rencana

Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tingkat

daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik

yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan
penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Potensi ekonomi Kabupaten Bengkayang pada umumnya, dan potensi investasi
khususnya, tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor,
sektor konstruksi, kemudian sektor industri pengolahan sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum serta sektor jasa lainnya selain harus dikelola agar berkembang ke arah
yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah kota, juga harus dapat dikemas ke
dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat
para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai
potensi ekonomi dimaksud.

Berbagai Potensi ekonomi tersebut perlu kemudian untuk diolah sedemikian rupa
sehingga dalam hal ini peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus
dipikirkan secara keberkelanjutan sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif
merupakan suatu hal mutlak yang harus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Guna menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan
kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi
keunggulan kompetitif

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran
pembangunan Kabupaten Bengkayang, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan
amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, maka
Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang merasa perlu menyiapkan suatu
rancangan Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka acuan/arah
kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan investasi di Kabupaten
Bengkayang.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan vang dijadikan dasar/landasan serta acuan untuk
pekerjaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkayang
Periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;



4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah,;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi di Daerah;

20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

21) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

22) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah;

23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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24) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal,

26) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

27) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

30) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal;

31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman
Modal di Provinsi Kalimantan Barat;

32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034;

35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005
- 2025;

36) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

37) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;

38) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025;

39) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bengkayang;



40) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;

41) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 20216 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang;

42) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;

43) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Strategi Pengembangan Produk
Unggulan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang
Periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai masterplan pengembangan penanaman modal di
Kabupaten Bengkayang agar tersedianya dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi
pemerintah, swasta (investor), masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya
dalam rangka untuk mendorong pengembangan investasi di Kabupaten Bengkayang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
Bengkayang Periode Tahun 2021-2026 adalah:

L. Mengetahui kondisi eksisting kegiatan penanaman modal;
2. Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal; dan
5 Menyusun program dan kegiatan pengembangan penanaman modal.

1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten Bengkayang Periode Tahun 2021-2026 adalah dihasilkannya dokumen
Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pengembangan penanaman

modal untuk pelaku usaha (investor) yang akan berinvestasi di Kabupaten Bengkayang.

1.5. Asas

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat jangka Panjang sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM) ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan
seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan
prioritas sektor-sektor yang akandikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di
Daerah. Disamping itu juga Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten
Bengkayang akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun kebijakan yang terkait dengan Kegiatan Penanaman modal dengan menetapkan
prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten

Bengkayang berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal

berdasarkan asas-asas sebagai berikut :



1. Asas kepastian hukum.
Artinya adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan
dalam bidang penanaman modal.

2. Keterbukaan.
Artinya adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman
modal

3. Akuntabilitas.
Artinya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari
penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.
Artinya Adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan
penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan.
Artinya adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-
sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan

6. Efisiensi berkeadilan.
Artinya adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha
vang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan.
Artinya adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan
kemajuan dalam segala aspek kehiudpan, baik untuk masa kini maupun yang akan
datang.raan rakyat.

8. Berwawasan lingkungan.
Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan
dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian.
Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal
asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

10.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
Artinya adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi
wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman
modal di daerah, yaitu:



a.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

b.Menciptakan lapangan kerja;

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

e. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi daerah;

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan
dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

h.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
Bengkayang Periode Tahun 2021-2026 adalah mengikuti kaidah yang diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM
Kabupaten/Kota. Secara spesifik, lingkup kegiatan adalah: Pertama, pokok bahasan utama
mengenai arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkayang; Kedua, pembahasan
terkait peta panduan (roadmap) dari implementasi Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten Bengkayang, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan
prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek (2021-2022), jangka
menengah (2022-2024), dan jangka panjang (2024-2026). Ketiga, identifikasi rencana

kegiatan dan fasilitasi proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

1.7. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Rencana Umum Penanaman
Modal (RUPM) Kabupaten Bengkayang Periode Tahun 2021-2026 ini, maka dapat dilihat
pada sistematika pembahasan berikut ini :
BABI PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenali latar belakang, dasar hukum, maksud dan
tujuan, sasaran dan ruang lingkup penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal (RUPM) Kabupaten Bengkayang Periode Tahun 2021-2026.

BAB II TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
Bab ini berisikan terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat dan aspek daya saing daerah di Kabupaten Bengkayang.

BAB III VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
BENGKAYANG

Bab ini berisikan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran di Kabupaten Bengkayang.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman (terkait
proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber
daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang dan sintesis hasil analisa.
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BABV PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN
BENGKAYANG
Bab ini berisi Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang berupa arahan tahap-

tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangak
menengah, dan jangka panjang.

BAB VI PELAKSANAAN
Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja agar Penanaman modal di Kabupaten Bengkayang
dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang ditentukan.



BAB II

TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1, Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30
km? atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun
2019, daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan.
Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang mengacu
pada sejumlah peraturan, yaitu:
1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti
Semarang.
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkala
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar

L A

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sunagi

Betung

6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas
dan Kelurahan Sebalo.

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya
dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau
Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan
Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang terdiri atas 2 (dua)
kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi
Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan
cakupan wilayah sebesar 655 km? atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten
Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan
Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km? atau hanya sekitar 0,86 persen dari total
luas Kabupaten Bengkayang. Persentase luas wilayah masing-masing kecamatan terdapat
pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 - Persentase Luas Wilayah Kecamatan di
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

1,41 0,86

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di
Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh
terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai
Raya. Jarak antara kecamatan dan ibukota kabupaten secara rinci dapat dilihat pada tabel
2.1. Dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
yvang memiliki sebanyak 12 (dua belas) pulau. Rincian nama dan luas pulau terdapat pada
tabel 2.2.

Tabel 2.1.
Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bengkayang
No Nama Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak dalam Km
1 Sungai Raya Sungai Durik 90
2 Capkala Capkala 72
3 Sungai Raya Kepulauan Sungai Rava 73
+ Samalantan Samalantan 37
S Monterado Monterado 23
6 Lembah Bawang Papan Uduk 87
7 Bengkayang Bengkayang 0
8 Teriak Bana 14
9 Sungai Betung Suka Maju 15
10 Ledo Ledo 31
11 Suti Semarang Suti Semarang 67
12 Lumar Lumar 17
13 Sanggau Ledo Lembang 50
14 Tujuh Belas Pisak 62
15 Seluas Seluas 76
16 Jagoi Babang Jagoi 90
17 Siding Siding 104

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020
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Tabel 2.2.
Nama, Luas, Jarak, dan Keterangan Pulau di Kabupaten Bengkayang

No Lokasi Nama Pulau Luas Jarak Keterangan
Penatah Besar 259 | 28.00 Berpenghuni
Penatah Kecil 81| 22.00 Berpenghuni

Seluas 38 | 33.00 | Tidak Berpenghuni

. Semesak 58 | 0.80 Tidak Berpenghuni

: Desa Bungal Raya Kera 22| 0.80 Tidak Berpenghuni
Baru 48 | 42.00 Berpenghuni

Batu Rakit 13| 31.00 | Tidak Berpenghuni

Tempurung 30| 0.80 Tidak Berpenghuni

2 Pulau Batu Payung Batu Payung 21| 1.00 Tidak Berpenghuni
3 Pulau Kabung Kabung 341 | 20.00 Berpenghuni
Randayan 27 | 38.00 Berpenghuni
4 | DesaP. Lemukutan Lemukutan 1,235 | 38.00 Berpenghuni

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai
berikut:

Utara : Kabupaten Sambas, Serawak (Malaysia Timur)
Selatan : Kabupaten Mempawah
Timur : Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau
Barat : Kota Singkawang, Laut Natuna

Gambar 2.2.

Peta Administrasi Kabupaten Bengkayang

Britas Fooom seass Pombpagaass Hoes ot
[N R
[——

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

Adapun jika dirincikan batas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang,
dapat dilihat pada tabel berikut. Pembagian batas wilayah menggunakan arah mata angin.
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Tabel 2.3.

Batas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No Kecamatan Utara Timur Selatan Barat
: Kab
1 Sungai Raya S Raya Kep. Capkala Mempawah Laut Natuna
2 Capkala S. Raya Kep Monterado Kab Sungai Raya
’ ' Mempawah ung Y
3 Sungau Raya Kepulauan | Kota Singkawang | Monterado | Sungai Raya | Laut Natuna
Sungai
4 Samalantan Lembah Bawang Betung Kab Landak Monterado
Samalantan Kab
5 Monterado Kota Singkawang | & Lembah Capkala
Bawang Mempawah
6 Lembah Bawang Kab Sambas Lumar Samalantan Monterado
. Sungai
7 Bengkayang Lumar Teriak Kab Landak Betung
8 Teriak Suti Semarang | Kab Landak | Kab Landak Bengkayang
9 Sungai Betung Lumar Bengkayang | Kab Landak Samalantan
10 Ledo Kab Sambas | Sansgau Satl Lumar
Ledo Semarang
11 Suti Semarang Tujuh Belas Kab Landak Teriak Ledo
Lembah
12 Lumar Kab Sambas Ledo Bengkayang Ba g
13 Sanggau Ledo Kab Sambas Deluas & Ledo Kab Sambas
Tujuh Belas
14 Tujuh Belas Seluas Kab Landak Gl SHugEAY
Semarang Ledo
15 Seluas Jagoi Babang Siding Tujuh Belas | Kab Sambas
16 Jagoi Babang Serawak Siding Seluas Kab Sambas
- Kab
17 Siding Serawak g au Kab Landak Seluas

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Kabupaten Bengkayang secara geografis terletak di

sebelah Utara Provinsi
Kalimantan Barat, pada koordinat 00 33’ 00” Lintang Utara sampai 10 30’ 00” Lintang
Utara dan 1080 39’ 00” Bujur Timur sampai 1100 10’ 00” Bujur Timur pada peta bumi.

Kabupaten Bengkayang selain merupakan daerah dataran, pegunungan, juga merupakan

daerah kepulauan, terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, di mana hal ini

memberikan potensi yang besar dalam sektor perekonomian dan pariwisata. Letak geografis

per kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Letak Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang
No Kecamatan Garis Lintang Garis Bujur
Sungai Raya 0°33°00” LU-0°50’81" LU 108°39°00”BT-109°04'76"BT
2 Capkala 0°34°19” LU-0°42’02” LU 108°17’74”BT-109°0621"BT

Sungau Raya Kepulauan

0038’39” LU-0°51"21" LU

108°18’14”BT-108°59'02"BT
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No Kecamatan Garis Lintang Garis Bujur
4 Samalantan 0042°42” LU-1°03’14” LU 109°07’98”BT-109°23’14”BT
5 Monterado 0037’10 LU-0°55'00” LU 109°04’35"BT-109°13'47"BT
6 Lembah Bawang 0°50°46” LU-1°03'14” LU 109°08’59”BT-109°23’14"BT
7 Bengkayang 0°45’56” LU-0°54"27” LU 109025’32”BT-109°35'72"BT
8 Teriak 0045’56 LU-0054"27" LU 109025’32”BT-109035'72”BT
9 Sungai Betung 0044’35” LU-0°54’60" LU 109°19°35”BT-109927’18”BT
10 Ledo 0052'74” LU-1°08"95" LU 109°30°16”BT-109°50’89"BT
11 Suti Semarang 0°50°64” LU-1°00’24" LU 109°36’69”BT-109°56'21”BT
12 Lumar 0052’10” LU-1°02’56" LU 109°18’71”BT-109°32'10”BT
13 Sanggau Ledo 0058°'55” LU-1°16°45” LU 109°32’58”BT-109956’29"BT
14 Tujuh Belas 0058°55” LU-1°0848” LU 109°40°54”"BT-109°56"29"BT
15 Seluas 1001'61” LU-1°21°21” LU 109037°98”BT-110°02"26"BT
16 Jagoi Babang 1°15°16” LU-1°30°00” LU 109°33'95”BT-110°10'00"BT
17 Siding 1033°00” LU-1°3000” LU 109°39’00”BT-110°10’'00”"BT

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Berdasarkan letak geografis dan administratif ini, Kabupaten Bengkayang
merupakan daerah yang spesifik, di mana dalam Konstelasi Nasional, Kabupaten
Bengkayang merupakan garda terdepan bagi pengamanan wilayah teritorial Republik
Indonesia. Kabupaten Bengkayang sudah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di
Kecamatan Jagoi Babang dengan status sudah masuk dalam Rencana Strategis tahun

2019 dan akan segera diresmikan apabila selesai pembangunannya.

2.1.1.3. Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki kondisi bentang alam,
yaitu sebagian pesisir pantai dan sebagian daratan dan perbukitan. Pesisir pantai yang
termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya
Kepulauan, dengan panjang garis pantai 68,5 Km. Dengan luas wilayah laut sejauh 4 mil
sebesar kurang lebih 184 km?2. Daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan
Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti
Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi babang, dan Siding. Dengan luas luas
wilayah daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km?2.

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang melintasi wilayah Kabupaten
Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 ha, DAS Sungai Raya dengan luas
50.000 ha, dan DAS Sungai Duri dengan luas 24.375 ha.

Tabel 2.5.
Luas Babupaten Ben*kayang Menurut Kecamatan dan Kelas Lereng
Luas per Kelas Lereng Jumlah
No Hecamatan 0-2 % 2-14% | 15-40% | >40 % | total (ha)
(ha) (ha) (ha) (ha)
1 Sungai raya 6.689 165 639 92 7.585
2 Capkala 4.087 101 391 56 4.635
3 Sei Raya Kepulauan 34.744 859 3.320 477 39.400
4 Samalantan 4.387 11.979 18.964 6.720 42.050
5 Monterado 3.036 8.290 13.123 4.651 29.100
6 Lembah Bawang 1.962 5.356 8.478 3.004 18.800
7 Bengkayang 0 0 14.457 2.247 16.704
8 Teriak 0 0 20.037 3.114 23.151
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Luas per Kelas Lereng Jumlah
No Kecamatan 0-2 % 2-14% | 15-40% | >40 % | total (ha)
(ha) (ha) (ha) (ha)

9 Sungai betung 0 0 17.825 2.770 20.595

10 Ledo 0 4.285 32.492| 11.398 48.175
1] Suti Semarang 0 2.498 18.942 6.644 28.084
12 Lumar 0 2.448 18.561 6.512 27.521
13 Sanggau Ledo 14.811 22.824 838 777 39.250
14 Tujuh Belas 8.339 12.851 472 438 22.100
15 Seluas 23.150 20.000 0 7.500 50.650
16 Jagoi Babang 27.941 26.133 672 | 10.753 65.500
17 Siding 24.029 22.476 578 9.247 56.330
Jumlah /Total 153.175 | 140.265 | 169.789 | 76.400 | 539.630

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang dalam Angka, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Bengkayang di sebelah Tenggara yang
berbatasan dengan pantai, yaitu Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Capkala berada
pada ketinggian < 100 m di atas permukaan laut (dpl) memiliki dan memiliki bentuk
wilayah yang relatif datar dengan kemiringan 0-2 %, sedangkan di wilayah kecamatan
lainnya merupakan daerah berombak sampai bergelombang yang terdapat di wilayah
tengah dengan kemiringan 2-14 %. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang
terletak di atas ketinggian 100 m dpl, dilihat dari sebaran lerengnya sebagian besar wilayah
ini masuk pada kelas lereng 15-40 % yang bertopografi agak curam hingga curam dan
hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 % yang bertopografi

sangat curam serta kelas lereng Kabupaten Bengkayang cukup beragam.

2.1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Bengkayang pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara
rata-rata perbulan berkisar antara 22,9°C sampai 31,05°C, kelembaban nisbi rata-rata
perbulan sekitar 85%, intensitas penyinaran matahari adalah 38%. Curah hujan yang
cukup tinggi pada bulan September sampai bulan Januari dan curah hujan yang rendah
antara bulan Juni sampai bulan Agustus.

Iklim wilayah Kabupaten Bengkayang tergolong tropika berhujan tanpa bulan kering
dengan curah hujan tahunan 2.787 mm. Distribusi curah hujan relatif merata sepanjang
tahun. Musim kemarau biasanya terjadi selama 3 bulan yaitu Juni, Juli dan Agustus,
dengan rata-rata curah hujan antara 128-200 mm. Musim hujan berlangsung lebih lama

yaitu 9 bulan antara Oktober sampai Juni.

2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya
tarik bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah
untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran
umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat
dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha Kab. Bengkayang
masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor tersebut
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kontribusinya
sebesar 31,71%, kemudian meningkat menjadi 32,35% pada tahun 2018, dan terakhir

pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 33,63%.
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Selain pertanian kehutanan dan perikanan, sembungan terbesar pada tahun 2020
dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar
15,08%, kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar 10,29%; sektor industri pengolahan
sebesar 9,85%, dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 7,81%. Kontribusi sektor
lain umumnya masih berada di bawah 4%.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Bengkayang pada tahun 2020 mengalami kontraksi
(minus 1,99%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ternyata juga
mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
tahun 2019 sebesar 5,14%, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,25%. Secara sektoral,
pertumbahan tertinggi tahun 2019 terjadi pada sektor pertanian, kehutaan, dan perikanan
yaitu sebesar 6,93%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 6,55%, sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum sebesar 6,05%, serta sektor jasa lainnya sebesar 5,84%.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan
sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, disertai dengan
menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi unggulan dan daya saing daerah.
Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu
diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang
memiliki daya ungkit (leverage) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Bengkayang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor
perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sub sektor perkebunan
berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan kopi, sedangkan komoditi utama dari
sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian, dengan produk turunannya berupa
rotan. Sektor pertanian yang diusahakan berupa padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-
buahan. Kondisi geografis Kabupaten Bengkayang yang memiliki kepulauan dan pesisir
merupakan potensi bagi perikanan tangkap. Sumberdaya air yang ada juga merupakan
potensi bagi pengembangan perikanan tangkap umum serta perikanan budidaya (keramba
dan budidaya kolam). Potensi sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang
terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas,

Batu Pecah dan lain-lain).

2.1.3. Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Bengkayang pada
tahun 2020 bertambah 71.089 jiwa menjadi 286.366 jiwa dengan kepadatan penduduk
sekitar 56 jiwa per kilometer persegi dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3,30 % per
tahun periode 2010-2020. LPP ini meningkat 1,29% dibanding LPP periode 2000-2010
sebesar 2,01%. Penduduk Kabupaten Bengkayang tersebar di 17 kecamatan dengan
jumlah terbanyak berada di Kecamatan Monterado (33.530 jiwa atau 11,71%. Sedangkan
jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang (5.972 jiwa atau
2,08%).

Dari aspek kepadatan kepadatan penduduk, Kabupaten Bengkayang tergolong pada
daerah berpenduduk jarang. Persebaran penduduk di Kabupaten Bengkayang belum
merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sungai Raya
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(310 jiwa/km?), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Siding (14
jiwa/km?).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (148.727 jiwa) lebih banyak
dari penduduk perempuan (137.639 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan
perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 108. (lihat
Tabel 2.7). SR tertingi terdapat di Kecamatan Lembah Bawang (115) dan SR terendah (104)
di Kecamatan Sanggau Ledo.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkayang
Menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2020

LPP per
Jumlah Jumlah Kepad
No. Kecamatan Fraaudul  Hemdid | Al Pertdu‘:lt:: :g;lg_l
(jiwa) (jiwa) Ratio
2010 2020 P iiia - AN9
(%)

1. | Sungai Raya 18.333 23.497 106 310 2,82
2. | Capkala 7.579 9.655 111 208 2,74
3. | Sungai Raya Kepualauan 20.922 29.015 106 74 3,87
4. | Samalantan 18.240 22.882 110 54 2,54
5. | Monterado 24.453 33.530 110 115 3,71
6. | Lembah Bawang 5.191 6.476 115 34 2,48
7. | Bengkayang 23.764 33.385 105 200 4,05
8. | Teriak 12.464 17.001 110 73 3,64
9. | Sungai Betung 8.919 12.193 109 59 3,67
10. | Ledo 11.076 14.274 108 30 2,89
11. | Suti Semarang 4.579 5.972 111 21 3,04
12. | Lumar 5.764 8.111 110 29 4,07
13. | Sanggau Ledo 11.198 15.197 104 39 3,57
14. | Tujuh Belas 11.216 15.243 107 69 3,59
15. | Seluas 17.051 20.930 110 41 2,97
16. | Jagoi Babang 8.277 10.848 111 17 3,11
17. | Siding 6.251 8.157 108 14 3,05
Kabupaten Bengkayang 215.277 | 286.366 108 53 3,30

Sumber : Hasil SP 2010 dan SP 2020 dalam Kab.Bengkayang Dalam Angka Tahun 2011 - 2021
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Bengkayang tergolong

tinggi (lebih dari 2%). LPP tertinggi (4,07%) terjadi di Kecamatan Lumar (4,05%) yang
kepadatan penduduknya tergolong rendah (29/km?) dan LPP terendah terjadi di Kecamatan
Seluas (2,27%) yang kepadatan penduduknya juga tergolong rendah. Kondisi ini
mengindikasikan untuk masa mendatang persoalan persebaran penduduk yang belum
merata masih terus mengemuka.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam beberapa
tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator ekonomi dan sosial, sebagaimana
diuraikan berikut ini:
2.2.1.Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir
dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya, Peningkatan
pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Kesejahteraan masyarakat meliputi semua
bentuk intervensi sosial dengan tujuan utama pada usaha peningkatan kesejahteraan

individu dan masyarakat yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Khususnya
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kebutuhan yang bersifat mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan
suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan
hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), rata-rata lama sekolah (mean years of
schooling), rata-rata harapan lama sekolah (Old school expectations) dan kemampuan daya
beli (purchasing power parity).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu wukuran keberhasilan
pembangunan suatu negara/daerah. Di Kabupaten Bengkayang, Pembangunan Manusia
vang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode
2016-2020 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2020, IPM Bengkayang sebesar 67,87
masih lebih tinggi dari rata-rata IPM provinsi (67,66), rangking 4 dari 14 Kabupaten/Kota,
lihat Tabel 2.24. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,92% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di
Kabupaten Bengkayang adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian
indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,76 tahun masih belum
menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,37 tahun) dan berada di
ranking 11 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama
Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,09 tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi
(12,60 tahun), berada di ranking 7 dari 14 Kabupaten.

Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggembirakan dalam mendorong
peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun
sebesar 0,87% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 9,1 juta. Laju pertumbuhannya kurang
dari 2% per tahun dan berada pada rangking 4 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati
keempat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2020
disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemi covid-19.
Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan
pengeluaran/kapita/tahun dari Rp. 9,182 juta tahun 2019 menjadi Rp. 9,102 juta tahun
2020.

Tabel 2.8
Perkembangan IPM Kabupaten Bengkayang dan Indikatornya Tahun 2016 - 2020
ikator IPM s Ranking
" 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Angka Harapan Hidup (tahun) 73,01 73,04 | 73,28 | 73,67 | 73,83 1
Rata2 Lama Sekolah (tahun) 6,08| 6,09 6,27| 6,53| 6,76 12

Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,60 12,00 12,01 12,08 | 12,09

7
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000) | 8.588 | 8.640| 9.072| 9.182| 9.102 S5
IPM Kabupaten Bengkayang 65,45 | 65,99 | 66,85 | 67,57 | 67,87 S

IPM Propinsi Kalimantan Barat | 65,88 | 66,26 | 66,98 | 67,65 | 67,66

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.2.2. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum terselesaikan
hingga saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk
Kabupaten Bengkayang per Maret 2020 sebesar Rp 365.755/kapita/bulan.  Garis

kemiskinan ini meningkat 2,42% dibanding tahun 2018. Garis kemiskinan merupakan
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batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik
untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka
tersebut maka masuk kategori penduduk miskin.

Data pada tabel 2.23 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Bengkayang cenderung berkurang. Tahun 2016, jumlah penduduk
miskin sebesar 18.040 jiwa (7,46%) kemudian berkurang menjadi 17.110 jiwa (6,62%)
tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir pertanda
keberhasilan pembangunan ekonomi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. IKK (P1)
menurun dari 1,26 (2016) menjadi 1,06 (2020) dan IKK (P2) turun dari 0,28 (2016) menjadi
0,24 (2020). Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di

Kabupaten Bengkayang belum masuk pada kategori parah (melarat).

Tabel 2.9
Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2016-2020
Komponen 2016 2017 2018 2019 2020
Garis Kemiskinan 345.066 | 369,202 | 339.891 | 357.112 | 365.755
(rupiah /kapita/bulan)
Jumlah Penduduk Miskin (000) 18,04 18,48 17,94 17,69 17,14
Perentase Penduduk Miskin 7,46 7,51 AT 6,96 6,62
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,26 0,94 0,69 1,22 1,06
Indek Keparahan Kemiskinan (P2) 0,28 0,17 0,11 0,28 0,24

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

2.2.3. Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi
daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor
ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin,
kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus
akan meningkatkan kesejahteraannya.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang
bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.
Jumlah AK bertambah setiap tahunnya meskipun pertambahannya tergolong rendah, yakni
rata-rata 0,52% per tahun selama periode 2015-2020. Jumlah AK bertambah dari 126.452
jiwa (2015) menjadi 140.918 jiwa (2020) terdiri dari laki-laki 60,1% dan perempuan 39,9%.
Angkatan Kerja di tahun 2020, sebagian besar (96,1%) sudah bekerja. Laki-laki yang
bekerja (60,3%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (39,7%). Kualitas AK yang
bekerja tergolong rendah. Sebagian besar (55,2% berlatarbelakang pendidikan SD ke bawah
dan SMP (16,7%), selebihnya bependidikan SMA dan SMK (20,1%) dan Perguruan Tinggi
(8,0%).

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada
17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan 2010. Perkembangan
produktivitas pekerja selama periode 2015-2020 meningkat secara signifikan, dari Rp.
39,92 juta per tahun atau Rp. 3,32 juta per bulan (2015) menjadi Rp. 41,36 juta per tahun
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atau Rp. 3,44 juta per bulan (2020). Angka ini jauh melebihi upah minimum kabupaten.
Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2015-2020 cenderung meningkat di tengah
pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi akibat pandemi
covid-19. TPT meningkat dari 3,15%, tahun 2015 menjadi 3,91% tahun 2020, lihat tabel
2.43. Peningkatan TPT tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19 dan kebijakannya yang
berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya
beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Berdasarkan jenis kelamin, pada periode 2015-2020, TPT laki-laki meningkat dari
3,56% (2015) menjadi 3,69% (2020), sementara TPT perempuan justru semakin menurun
dari 4,25% menjadi 2,53% pada periode yang sama. Berdasarkan tingkat pendidikan, dari
5.513 angkatan kerja yang menganggur, sebagian besar (47,72%) berpendidikan SMP ke
bawah dan sekitar 13,6% berpendidikan Diploma dan Universitas.

Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami
peningkatan dari 77,67% (2015) menjadi 75,81% (2020). Tampak perbedaan yang jauh
antara TPAK laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki 87,24% dan
TPAK perempuan 63,29%. Hal ini menandakan penopang utama dalam ekonomi rumah
tangga adalah kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi
masih terbatas dan perlu dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga

Tabel 2.10.
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020

Indikator | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
TPT (%) 3,15 2,40 2,40 2.71 3,91
TPAK (%) 77,67 | 73,60 7596 | 7323| 75,81

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada 17
lapangan. Penduduk usia kerja vang bekerja di 17 lapangan usaha pada tahun 2015
sebanyak 122.473. jiwa. Lima tahun berikutnya, penduduk usia kerja yang bekerja
bertambah menjadi 125.863 jiwa (2020) atau bertambah rata-rata 0,55% per tahun.

Hingga tahun 2020, terdapat 185.884 jiwa penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri
dari 52,3% laki-laki dan 47,7% perempuan. Penduduk usia kerja ini terbagi atas Angkatan
Kerja (AK) sebanyak 140.918 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 44.966 jiwa.
Dari total AK, sebagian besar (96,1%) sudah bekerja dan selebihnya (3,9%) merupakan
pengangguran. Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Bengkayang yang berbasis
pertanian, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, yakni
sekitar 57,31 persen. Angkatan kerja yag bekerja di sektor manufaktur dan jasa, masing-
masing 16,47 dan 26,22 persen.

Keadaaan pasar kerja di Kabupaten Bengkayang menunjukkan ketidakseimbangan
penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja terus bertambah setiap
tahunnya, rata-rata pertambahannya 2,83% per tahun selama periode 2015-2020, namun
pertambahan permintaan tenaga kerja lebih rendah. Tingkat pengangguran cenderung
bertambah dari 3,15% (2015) menjadi 3,9% (2020).
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2.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah umumnya dicermati dari tingkat daya saing.
Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan
perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi
daya saing daerah didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian
daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional, dan perkembangan konsep dan definisi daya
saing daerah.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai
kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan
untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni
dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara
menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain.
Konotasi advantage disini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai
keuntungan semaksimal mungkin.

Terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah yang mempunyai
daya saing tinggi. Pertama, daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik.
Kedua, adalah daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif.
Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik,
sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya
saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin
mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja
yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha
yang memadai.

Penelurusan berbagai dokumen yang ada, sampai saat ini Kabupaten Bengkayang
belum melakukan penyusunan untuk membuat Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah,
namun untuk melihat hasil kajian akademis lainnya, maka Analisis Daya Saing Daerah
dapat mengacu pada laporan hasil penelitian bank Indonesia mengenai Komoditas Produk
Jenis Unggulan (KPJU) yang dipublikasikan pada tahun 2020. Hasil seleksi KPJU
menghasilkan daftar KPJU berdasarkan kepentingan masing-masing sector. Dari 10
(sepuluh) KPJU tersebut dinilai unggul berdasarkan 12 kriteria yang telah dirumuskan
dengan pertimbangan bobot kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan
penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Berikut

data mengenai KPJU unggulan lintas sektoral di Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.11.
Komoditas Produk Jenis Unggulan (KPJU)
Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Peringkat | KPJU Unggulan | Bobot | Peringkat | KPJU Potensial Bobot
1 Wisata Pantai 0.0341 6 Jagung 0.0274
2 Sawit 0.0325 7 Terasi 0.0245
3 Karet 0.0312 8 Ayam ras Pedaging | 0.0239
4 Wisata Alam 0.0308 9 Toko Kelontong 0.0221
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Peringkat | KPJU Unggulan | Bobot | Peringkat | KPJU Potensial Bobot
5 Lada 0.0291 10 Durian 0.0200
Sumber: Laporan KPJU Bank Indonesia, Tahun 2020

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggambarkan besaran perubahan
pendapatan daerah (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari
penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus
dalam melakukan analisis perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar
harga konstan karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid.
Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka pertumbuhan
ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya.

Akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020
tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -1,99 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan
ekonomi tahun 2019 (5,14 persen). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bengkayang tahun 2020 juga lebih dalam (negatifnya lebih besar) dibandingkan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (-1,82 persen). Padahal sejak tahun 2017
hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang selalu lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan nasional, sebagaimana tampak
pada Grafik 2.1 berikut ini.

Grafik 2.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020

1 099

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021 (data diolah)

Ada tiga sektor besar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bengkavang terkontraksi agak dalam, yaitu sektor konstruksi, sektor industri pengolahan,
dan sektor perdagangan yang share-nya masing-masing di atas 10 persen pada tahun
2019, namun tumbuh negatif pada tahun 2020 masing-masing sebesar -6,24 persen, -4,09
persen dan -5,71 persen. Sementara dilihat dari besaran pertumbuhannya, ternyata
pertumbuhan terendah dialami oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-
16,38 persen) dan sektor jasa lainnya (-19,48 persen). Sebaliknya pertumbuhan tertinggi
dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (15,72 persen). Untunglah sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten
Bengkayang dengan share sekitar 33 persen masih tumbuh positif meskipun kecil, yaitu
sebesar 0,18 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun

2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.
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Tabel 2.12.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkayang
Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha Tahun
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,60 7,06 7,46 6,93 0,18
B. Pertambangan dan Penggalian 6,13 3,95 3,02 3,15 -2,52
C. Industri Pengolahan 3,69 4,24 3,81 6,95 -4,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas 12,68 3,35 27 4,48 2,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 5,62 4 86 4,75 435 4,22
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 3,36 5,04 1,74 1,08 -6,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; 5,20 4,76 4,18 4,57 -5,71
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 4,90 3,97 4,43 467 | -10,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 4,83 4,30 5,99 6,05 | -16,38
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 02| 11,45 7,48 5,95 8,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,61 5,49 533 -0,63 -2,85
L: Real Estat 2,71 2,44 3,58 2,13 0,68
M, N. Jasa Perusahaan 2,62 2,79 3,80 4,48 -5,03
0. Administrasi Pemerintahan, 7,15 4,82 5,22 9,91 2,00
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 2:13 2,04 2,49 3,22 -6,11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,61 2,16 4,05 5,22 15,72
R,S,T,U. Jasa lainnya 4,19 4,32 5,23 5,84 | -19,48
Produk Domestik Regional Bruto 5,15| 5,62 5,25| 5,14| -1,99

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkayang pandemi Covid-19
berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan dan
asuransi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi,
pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan sektor-sektor
ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan
ekonomi Kabupaten Bengkayang lima tahun ke depan (2021-2026). Sebaliknya pandemi
Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor
jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor informasi dan komunikasi yang masing-
masing tumbuh 15,72 persen dan 8,17 persen. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun
tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan
di tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat, pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bengkayang berada satu kelompok dengan Kabupaten Sambas dan
Kabupaten Sintang menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya tahun 2020
terkontraksi sekitar 2 persen. Secara rinci pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.13.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 | 2019 2020
Kabupaten Sambas 5,24 5,06 5,03 4,89 -2,02
Kabupaten Bengkayang 5,15 5,62 5,37 5,23 -1,99
Kabupaten Landak 5,28 5,17 5,09 5,01 -0,67
Kabupaten Mempawah 5,99 5,87 5,82 5,81 0,19
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Kabupaten/Kota 2016 | 2017 2018 | 2019 2020
Kabupaten Sanggau 5,34 4,48 4,45 4,30 0,70
Kabupaten Ketapang 7,97 7,21 7,99 6,72 -0,50

Kabupaten Sintang 5,28 5,33 5,47 5,09 -2,19
Kabupaten Kapuas Hulu 5,28 5,39 5,23 4,03 -2,43
Kabupaten Sekadau 5,93 5,82 5,87 5,49 -0,98
Kabupaten Melawi 4,75 4,70 5,38 4,97 -1,10
Kabupaten Kayong Utara 5,98 5,37 5,01 5,04 -0,74
Kabupaten Kubu Raya 6,37 6,54 5,62 5,82 -2,43
Kota Pontianak 5,08 4,96 491 4,81 -3,97
Kota Singkawang 5,17 5,38 4,70 4,53 -2,43
Kalimantan Barat 5,20 5,17 5,07 5,00 -1,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

2.3.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh
kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2
pendekatan yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Menurut
pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan
oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu
(biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan
menjadi 17 kategori lapangan usaha.

a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju
pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK maka
laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan stabil. Tahun 2020 nilai PDRB
Kabupaten Bengkayang ADHK sebesar Rp. 5.600.474,1 juta mengalami penurunan
dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 5.714.396,5juta. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK
2010 di Kabupaten Bengkayang sebagai berikut.

Tabel 2.14.
PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK 2010 Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Tahun
dagamgn Xgthn 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, 1.654.039,4 1.770.774,3 1.902.873,6 2.034.692,3 2.038.446,1
A. Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 144.040,5 149.734,0 154.249,9 159.102,6 155.086,1
) Penggalian
C. Industri Pengolahan 503.579,9 524.956,1 544.979,1 580.676,9 556.936,1
D Pengadaan Listrik 606,0 626,3 642,4 671,1 685,7
) dan Gas
Pengadaan Air, 3.768,2 3.951,3 4.139,1 4.319,0 4.501,1
Pengelolaan
E. Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
F. Konstruksi 468.196,4 491.816,7 500.364,9 505.779,1 474.223,0
Perdagangan Besar 824.140,2 863.332,4 899.393,6 940.522,9 886.830,0
G dan Eceran;
' Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan 96.619,1 100.454,9 104.909,0 109.806,4 07.942,2
’ Pergudangan
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Tahun
Lapongnn Baxho 2016 2017 2018 2019 2020
Penyediaan 95.728,7 99.843,2 105.820,4 112.217,3 93.838,5
T Akomodasi dan
Makan Minum
J Informasi dan 253.726,9 282.768,0 303.931,0 322.024,3 348.337,2
’ Komunikasi
Jasa Keuangan dan 141 520,0 149 287,3 157247,4 156 251,4 151.794,3
Asuransi
L. Real Estat 168.297,1 172.407,7 178.580,7 182. 380,4 183612,9
M, N Jasa Perusahaan 16542,2 17.003,9 17.650,2 184409 17.348,2
Administrasi 251.120,0 263.235,1 276.982,9 292.2429 298.077,7
Pemerintahan,
0. Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
P. Jasa Pendidikan 137.385,0 140.182,9 143668,8 148203,2 139.235,2
Jasa Kesehatan dan 89495,6 91425,5 95.125,4 100.089,9 115.828,1
Q. Kegiatan Sosial
R,S,T, 5 40.354,5 42.099,7 442999 46.885,9 37.751,8
U Jasa lainnya
Produk Domestik Regional | 4889.159,8 | 5163899,2  5.434.858,4 | 5.714396,5 5600.474,1
Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021
Berdasarkan tabel 2.10, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten

Bengkayang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

dengan kontribusi sekitar 33 persen.
lapangan usaha pertanian,

Bila kita perhatikan lebih jauh nilai PDRB dari

kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir

menunjukkan tren yang terus meningkat. Selain itu sumbangan cukup besar juga

diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

motor dengan nilai sekitar 15,08 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi

dengan nilai sekitar 10,29 persen. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten

Bengkayang ADHK 2010 menurut lapangan usaha tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel 2.15.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB

Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (%)

Tahun
Iapengin Hashe 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 31,71 31,87 32.35 32,86 33,63
B. Pertambangan dan Penggalian 3,20 3,17 3,09 3,01 3,03
C. Industri Pengolahan 0,90 9,98 10,04 10,12 9,85
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 11,09 11,34 11,06 10,73 10,29
L3 Perdagangan Besar dan Eceran; 16,20 15,98 15,72 15,52 15,08
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 2,08 2,03 2,00 2,02 1,04
L Penyediaan Akomodasi dan Makan 2,15 2,12 2,16 2,20 1,90
Minum
i Informasi dan Komunikasi 442 4,65 471 471 5,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,80 2,76 2,77 2,61 2,53
L, Real Estat 3,60 3,48 3,45 3,41 3,43
M, N. Jasa Perusahaan 0,37 0,36 0,36 0,36 0,33
0. Administrasi Pemerintahan, 7,06 7,09 7,24 741 781
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 2,80 2,67 2,59 2:53 2,35
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,76 1,67 1,62 1,67 2,01
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Tahun

lapaupeu Voo 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
R,S,T,U. | Jasa lainnya 0,80 0,77 077 077 0,58
Produk Domestik Regional Bruto 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.11, distribusi persentase PDRB ADHB masih didominasi oleh

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi cenderung terus

meningkat dari 31,71 persen pada tahun 2016 menjadi 33,63 persen pada tahun 2020.

Sementara lapangan usaha yang lain perkembangannya kurang signifikan bahkan

cenderung stagnan.

b.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Berbeda dengan nilai PDRB ADHK 2010, ternyata nilai
Bengkayang ADHB tahun 2020

(angka sangat sementara)

PDRB Kabupaten

masih mengalami

kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya. Secara rinci perkembangan nilai PDRB

Kabupaten Bengkayang ADHB adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16.
PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Tahun
lapanges Veaba 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, 2.132.206,9 2.354.850,6 2588 2048 2.840.9779 2.917.087,1
A. Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 215.201,1 233.978,7 246 982,0 260.540,1 262.847,7
' Penggalian
C. | Industri Pengolahan £65.948 4 737.370,5 802 973,0 874.986,4 854.239,2
D Pengadaan Listrik 681,1 765,3 8470 9242 966,6
’ dan Gas
Pengadaan Air, 4.269,8 4,704,5 5.063,3 5.411,4 5.686,8
Pengelolaan
E: Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
F. Konstruksi 745.558,5 837.936,7 884.885,2 027.469,7 892.849,6
Perdagangan Besar 1.088.962,5 1.180.750,4 1.257.798,0 1.341.852,1 1.307.854,7
G dan Eceran;
" | Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
u Transportasi dan 139.674,5 150.026,3 160.126,2 174.895,8 168.109,4
) Pergudangan
Penyediaan 144.685,2 156.613,0 172.530,2 189.932,5 165,147 4
I Akomodasi dan
’ Makan
Minum
J Informasi dan 297232,9 343720,9 377083,8 407480,8 448.167,5
’ Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 188412,1 203639,5 221301,4 226.065,3 2192539
: Asuransi
L Real Estat 242.070,1 257.269,3 276.117 4 204 9426 297 478 4
M 24.840,5 26372,6 28497 4 30.788,2 28480,7
N Jasa Perusahaan
Administrasi 4746717 5242378 578971,2 640.539,3 677655,8
Pemerintahan,
O. Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
P. Jasa Pendidikan 187941.5 197.182,7 206.846,2 218327,5 204.016,7
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Tahun

Leppagen Teaha 2016 2017 2018 2019 2020
Q Jasa Kesehatan dan 118099,1 123281,1 129.750,3 144233,0 174071,3
’ Kegiatan Sosial
'II{"S’ Josd Tainy 53.496,6 57.265,5 61.819,0 66.985,9 50.321,2
Produk Domestik 6.724.042,4 | 7.389965,4  7999.796,4 | 8.646.352,9 | 8.674234,0
Regional Bruto
Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021
c. PDRB Sisi Pengeluaran

Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan

akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang

melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal

tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto atau net ekspor (ekspor

dikurangi impor).

Tabel 2.17.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

No Komponen Tahun
Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019
1. | Konsumsi Rumah 3.589.733,8 3.923.077,0 4.311.662,3 4.692.978,6 5.108.246,1
Tangga
2. | Konsumsi LNPRT 103.492,0 108.666,6 120.528,6 136.406,2 154.905,4
3. | Konsumsi 992.005,3 098.277,1 1.046.672,6 1.131.551,2 1.205.726,5
Pemerintah
4. | PMTB 2.028.308,9 2.190.242,5 2.329.586,6 2.490.599,2 2.609.600,9
5. | Perubahan Inventori 108.242,0 78.791,7 58.306,4 69.056,3 82.706,0
6. | Net Ekspor Barang (698.307,1) (575.012,4) (476.791,0) (458.719,5) (432.638,4)
dan Jasa
Total PDRB 6.123.475,0 | 6.724.042,4 | 7.389.9654 | 8.061.872,1 | 8.728.546,5

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB menurut pengeluaran untuk tahun 2020

hingga tulisan ini disusun belum dipublikasi oleh BPS. Akan tetapi jika dilihat

berdasarkan data selama periode tahun 2015-2019, maka tampak peningkatan signifikan
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 6.123.475,0 juta dan pada tahun 2019

meningkat menjadi Rp 8.728.546,5 juta. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya

perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan distribusi PDRB menurut
pengeluaran ADHB tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18.

Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2019 (Persen)

No | Komponen Pengeluaran Tubun
2015 2016 2017 2018 2019
1. | Konsumsi Rumah Tangga 58.62| 58.34| 5834 | 58.21 58.52
2. | Konsumsi LNPRT 1.69 1.62 1.63 1.69 1.7
3. | Konsumsi Pemerintah 16.20 14.85 14.16 14.04 13.81
4. | PMTB 33.12 32.57 31.52 30.89 29.90
5. | Perubahan Inventori |17 ¢ 1.17 0.79 0.86 0.95
6 Net Ekspor Barang dan| -11.40 -8.55 -6.45 -5.69 -4.96
" | Jasa
Total PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021
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Nilai PDRB Kabupaten Bengkayang selama lima tahun terakhir didominasi oleh
konsumsi rumah tangga vaitu sekitar 58 persen dengan kecenderungan konstan.
Sementara kontribusi konsumsi pemerintah cenderung menurun dari 16,20 persen tahun
2015 menjadi hanya 13,81 persen pada tahun 2019. Kontribusi investasi juga cenderung
menurun dari 33,12 persen tahun 2015 menjadi hanya 29,90 persen pada tahun 2019.
Kecenderungan penurunan kontribusi investasi ini harus jadi perhatian dalam merancang
pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang lima tahun ke depan. Sementara nilai
PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK 2010 menurut pengeluaran selama periode tahun
2015 -2019 juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun
2015 sebesar Rp 2.701.052,8 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 3.348.191 4 juta.

Tabel 2.19.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

- Komponen Tahun
Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019

" Konsumsi Rumah 2.701.052,8 2.844,723,5 2.990.412,5 3.168.100,5 3.348.101 4

Tangga
2. Konsumsi LNPRT 80.994,0 85.140,3 01.493,8 99.411,2 106.661,5
3. Konsumsi Pemerintah 780.177,4 744.145,1 767.136,4 795.730,4 827.018,6
4. | PMTB 1.483.665,5 1.512.622,1 1.534.380,5 1.578.960,3 1.597.008,8
5. | Perubahan Inventori 61.749,5 63.461,4 47.540,8 46.154,9 48.522,0
5 Net Ekspor Barang dan | (467.136,4) (360.932,7) (267.064,8) (247.352,5) (201.770,0)

Jasa

Total PDRB 4.649.502,8 | 4.889.159,8 5.163.899,2 5.441.004,7 5.725.632,2

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.3. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan
PDRB per kapita. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah
yang menyebabkan menurunnya PDRB Kabupaten Bengkayang, hal ini tentu saja akan
sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk Bengkayang. Terjadi penurunan
kesejahteraan penduduk Bengkayang pada tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan
data PDRB per kapita. Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan
ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2020
Tahun
Vi 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020
PDRB Perkapita (Ribu Rp)
- ADHB 27,70 29.91 31.83 33.87 30.29
- ADHK 2010 20.14 20.90 21.63 22.39 19.56

Sumber: BPS Kab. Bengkayang Tahun 2021

PDRB perkapita Kabupaten Bengkayang ADHB menunjukkan kecenderungan
peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel 2.16, PDRB perkapita Kabupaten
Bengkayang pada tahun 2016 ADHB sebesar Rp 27,70 juta dan terus meningkat menjadi
Rp 30.29 juta pada tahun 2020. Namun jika diperhatikan pergerakan PDRB per kapita per

tahun, sebenarnya ada penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020,
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yaitu menurun dari Rp 33.87 juta menjadi Rp 30.29 juta. Hal yang sama terjadi pada PDRB
perkapita ADHK 2010, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 20.14 juta tetapi pada tahun
2020 malah menurun menjadi Rp 19.56 juta. Penurunan PDRB perkapita pada tahun 2020
sebagaimana diuraikan sebelumnya, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang terkontraksi sebesar -1.99
persen. Namun khusus untuk Kabupaten Bengkayang, penurunan PDRB per kapita tahun
2020 tersebut menjadi semakin besar karena tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten
Bengkayang pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, yaitu
mencapai 12.18 persen.

Sementara pertumbuhan penduduk tahunan pada tahun 2016-2019 yang dihitung
berdasarkan proyeksi terhadap jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010
besarnya rata-rata hanya sekitar 1.5 persen. Perbedaan dasar perhitungan jumlah
penduduk tersebut menyebabkan sepertinya terjadi lonjakan jumlah penduduk Kabupaten
Bengkayang di tahun 2020. Akibatnya pendapatan perkapita tahun 2020 baik ADHB
maupun ADHK 2010 mengalami penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu, patut
dipertimbangkan untuk memperbaiki proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang
tahun 2011 hingga tahun 2019 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 agar
angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih halus (smooth).

2.3.2. Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam
ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor
pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas
wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah.

2.3.2.7. Ketersediaan Air Bersih

Berdasarkan sebaran menurut Kecamatan, dari 17 Kecamatan di Kabupaten
Bengkayang, berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang (BPS Bengkayang, Tahun
2021), terdapat hanya 5 Kecamatan yang dilayani air bersih perpipaan.

Tabel 2.21.
Jumlah Pelanggan dan Air Bersih Yang Disalurkan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

Jumlah Air Yang Nilai

No. Kecamatan Pel Disalurkan (m3) (Rp.)
1 Sungai Raya - - -
2 Capkala - - -
3 Sungai Raya Kepulauan - - -
4 Samalantan - - -
5 Monterado - - -
6 Lembah Bawang - - -
7 Bengkayang 7.021 1.671.918 5.031.504.270
8 Teriak - - -
9 Sungai Betung - - -
10 Ledo 561 60.846 168.221.515
11 Suti Semarang - - -
12 Lumar 591 15.046 32.509.189
13 Sanggau Ledo 398 88.204 200.200.765
14 Tujuh Belas 109 25.892 47.009.615
15 Seluas - - -
16 Jagoi Babang - - -
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Jumlah Air Yang Nilai

He. e Pelanggan | Disalurkan (m3) (Rp.)
17 Siding - - =
Kabupaten Bengkayang 8.680 1.861.906 | 5.479.445.354

Sumber: PDAM Wilayah Bengkayang, Tahun 2021

2.3.2.7. Fasilitas Listrik

Terdapat tiga parameter penting pada sisi supply dari fasilitas listrik yaitu daya
terpasang dan produksi dan distribusi listrik. Data ini tidak tercantum pada data BPS,
Kabupaten Bengkayang Dalam Angka tiga tahun terakhir. Daya Terpasang, Produksi dan
Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2016
hingga 2020 dapat dilihat pada Grafik 2.2. bawah ini.

Grafik 2.2.
Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2016-2020

L| 148
53.211

Sumber: PT. PLN Wilayah V Ranting Bengkayang Tahun 2021

Di Kabupaten Bengkayang, belum semua rumah memiliki akses terhadap
penerangan dari PLN, sebagian masih menggunakan pelita atau genset. Data jumlah rumah
tangga berdasarkan sumber penerangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2015 - 2020

Jumlah Rumah Tangga (%)
Be. Sambor Pensrengen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
T [PLN 70.77 | 75,37 | 76,07 | 77.4 | 79.81 | 79,81
2 | Bukan PLN (pelita, genset|29.23 | 24.63 | 23.93 | 22,60 | 20,19 | 20,19
dl)

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

2.3.2.7. Ketersediaan Restoran

Sebagai salah satu indikator yang krusial dalam mendukung penerimaan daerah
serta kegiatan pariwisata, ketersediaan restoran menjadi penting. Pada tahun 2020,
terdapat total 72 restoran yang ada di Kabupaten Bengkayvang. Hal ini meningkat
dibandingkan angka pada tahun 2019 yang berjumlah 66 unit. Terjadi peningkatan jumlah
di Kecamatan Bengkayang dan Seluas sebanyak 7 restoran, namun berkurang satu

restoran terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Untuk lebih rinci, tabel 2.77 akan

30



menyajikan rincian jumlah restoran/rumah makan per kecamatan di Kabupaten
Bengkayang pada tahun 2020.
Tabel 2.24.
Jumlah Restoran/Rumah Makan per Kecamatan
Di Kabupaten Bengkayang Pada Tahun 2020
No Kecamatan 2019 2020
1 Sungai Raya 0 0
2 Capkala 0 0
3 Sungau Raya Kepulauan 14 13
-+ Samalantan 0 0
5 Monterado 0 0
6 Lembah Bawang 0 0
7 Bengkayang 40 46
8 Teriak 0 0
9 Sungai Betung 0 0
10 Ledo 0 0
11 Suti Semarang 0 0
12 Lumar 3 3
13 Sanggau Ledo 7 7
14 Tujuh Belas 0 0
15 Seluas 2 3
16 Jagoi Babang 0 0
17 Siding 0 0
Total 66 72

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

2.3.2.7. Ketersediaan Penginapan

Selain indikator ketersediaan rumah makan, ketersediaan penginapan juga menjadi
salah satu yang penting dalam mendukung aspek pariwisata di Kabupaten Bengkayang.
Pada tahun 2019, terdapat total 27 penginapan dengan total jumlah kamar 601. Rincian

jenis penginapan, jumlah hotel, dan jumlah kamar terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.

Jenis Penginapan, Jumlah Hotel, dan Jumlah Kamar
di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019

Jenis Penginapan Jumlah Hotel Jumlah Kamar

Hotel Bintang Empat 1 85

Hotel Bintang Tiga 2 156

Hotel Melati 5 92

Motel 15 248

Wisma Tamu 1 20
Mess 3 N/A

Total 27 601

Sumber: SIPD, Tahun 2019
2.3.2.8. Infrastuktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital dalam mendukung
pembangunan dari suatu daerah atau kawasan. Permasalahan transportasi ini berdampak
terhadap sektor lain misalnya sektor pendidikan. Jarak yang jauh antara kediaman peserta
didik dan sekolah yang diperburuk dengan minimnya kondisi jalan desa vang sudah
beraspal dapat menurunkan minat untuk belajar. Rendahnya kualitas infrastruktur
transportasi ini semakin buruk dampaknya jika menyangkut akses ke fasilitas kesehatan

seperti puskesmas atau tempat praktek bidan desa. Kabupaten Bengkayang secara
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berkelanjutan berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di
seluruh kecamatan dengan tujuan memperlancar akses dan mobilitas meskipun dengan
keterbatasan sumberdaya atau kemampuan keuangan daerah. Masalah yang dihadapi oleh
beberapa kecamatan atau desa berupa keterisolasian saat ini teratasi dengan dimilikinya
akses jalan meskipun pembangunan perkerasan jalan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan ruang lingkup kewenangan penanganan jalan sebagaimana di atur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Jalan, pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk

mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan.
Tabel 2.26.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2018-2020
Jalan (Km)
No. | Jenis Permukaan Jalan 2018 2019 2020

1 | Aspal 509,88 604,62 604,62
2 | Kerikil 363,49 512,04 512,04
3 | Tanah 423,12 387,48 387,48
4 | Lainnya 13.37 20,48 20,48

Total 1.524,61 | 1.524,61 1.524,61

Sumber: Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Bengkayang

Dari dokumen Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
(Bappeda Bengkayang, 2020) diketahui data Jenis permukaan jalan terluas serta Jalan

Tahun 2021 - 2025

Yang dapat dilalui kendaraan roda 4+ sebagai berikut.

Tabel 2.27.
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Terluas dan
Yang Darat di Lalui Kendaraan Roda 4+

Jenis Permukaan | Jalan Dapat di Lalui

No Kecamatan Terluas Kendaraan Roda 4+

[Aspal/ Beton] [Sepanjang Tahun]

1 | Sungai Raya 100,00 100,00
2 | Capkala 66,67 66,71
3 | Sungai Raya Kepulauan 80,00 80,00
4 | Samalantan 85,71 100,00
5 | Monterado 72,73 100,00
6 | Lembah Bawang 0,00 87,50
7 | Bengkayang 66,67 100,00
8 | Teriak 22,22 66,67
9 | Sungai Betung 50,00 100,00
10 | Ledo 16,67 41,67
11 | Suti Semarang 0,00 0,00
12 | Lumar 80,00 100,00
13 | Sanggau Ledo 80,00 80,00
14 | Tujuh Belas 100,00 100,00
15 | Seluas 16,67 66,67
16 | Jagoi Babang 83,33 83,33
17 | Siding 0,00 0,00

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)
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Tabel 2.28.
Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang,

Tahun 2017-2020

j Jalan (Km)
Mol Rendiey dulsn 2017 | 2018 2019 2020
I | Baik 410,4 | 455,35 85.02 85.02
2 | Sedang 300,6 | 294,9 796,07 796,07
3 | Rusak Ringsn 233,54 | 224.96 350.53 35053
2 | Rusak Berat 335.46 | 304.79 292.98 292.98
Total 1.565,5 | 1.524,61 | 1.524,61| 1.524,61

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021

Pergeseran kondisi jalan dari kondisi baik ke kondisi sedang di Kabupaten
Bengkayang dari data di atas dapat di pahami secara lebih baik dengan visualisasi pada
grafik 2.3 di bawah ini.

Grafik 2.3.
Kondisi Jalan Di Kabupaten Bengkayang dari Tahun 2017-2020

——Bak

Sedang
Ruszk Rimgan

Pusak Berat

2017 2018 2019 2020
Infrastruktur transportasi darat selain berupa konstruksi jalan adalah jembatan.
Karena terdapat pada sistem jaringan jalan, kondisi jembatan juga sangat menentukan

aksesibilitas atau mobilitas pergerakan orang dan barang.

Tabel 2.29.
Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020
No Jembatan Di Jaringan Jalan Unit
" | Kabupaten Berdasarkan Kondisi
1 Baik 221
2 Sedang 78
3 Rusak Ringan 92
4 Rusak Berat 62
Total 453

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

Data kondisi drainase di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 hingga 2020
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30.
Data Drainase Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020

Kondisi Drainase
No. iintos 2017 2018 2019 2020
1 Panjang Drainase 597 599 601 603
2 Kondisi Drainase:
2a | Baik 448 | 449 | 463 483
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2b Rusak Ringan 107 102 96 90

2c Rusak Berat 42 48 42 30

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

Tabel 2.31.
Kondisi Irigasi di Kabupaten Bengkayang
Jenis Irigasi Luas (Ha)
No | Kecamatan (Semi Teknis) e ; 1 Pot ial (F/H)%
1 Capkala Irigasi 6317.1 1599,13
38,59
Permukaan
2 Monterado Irigasi 481,98 2387,42
20,19
Permukaan
3 Samalantan Irigasi 660,53 3343,14
19,76
Permukaan
4 Sungai Betung Irigasi 318,16 1253,81
25,38
Permukaan
5 Lumar Irigasi 112,86 939,99 ,
12,01
Permukaan
6 | Bengkayang Irigasi 186,51 1174,76 15.88
Permukaan !
7 Teriak Irigasi 149,85 1731,67
8,65
Permukaan
8 Ledo Irigasi 56,86 220,44 25,79
Permukaan
9 | Suti Semarang | Irigasi 15;11 23,23
65,05
Permukaan
10 | Sanggau Ledo Irigasi 206,51 582,66
35,44
Permukaan
11 | Tujuh Belas Irigasi 48,4 358,96
13,48
Permukaan
12 | Seluas Irigasi 138,8 857,7
16,18
Permukaan
13 | Jagoi Babang Irigasi 95,65 367,67
26,02
Permukaan

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

2.3.2.7. Fasilitas Bank dan Non Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, ditegaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank
lainnya hanya kegiatan pendukung.

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro),
dan meminjamkan uang (kredit).

Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian daerah, keberadaan perbankan
tentu sangat strategis. Demikian pula halnya dengan perbankan di Kabupaten Bengkayang.
Saat ini, terdapat kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Bank Kalbar), Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Central Asia
(BCA). Selain perbankan, terdapat beberapa lembaga keuangan non bank seperti
Pegadaian, Asuransi, dan Credit Union.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank merupakan lembaga

intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima dan
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menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Adapun
usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan
memberikan jasa bank lainnya.

Sejalan dengan peran dan fungsi perbankan demikian, dinamika perekonomian di
Kabupaten Bengkayang menjadikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, DPK yang dihimpun perbankan di Kabupaten
Bengkayang sebesar Rp 4,25 Trilyun atau tumbuh sebesar 4,68% dibandingkan tahun
2018. Sedangkan pada tahun 2020, DPK sebesar Rp 4,99 Trilyun atau tumbuh sebesar
17,41% dibandingkan tahun 2019,

Tabel 2.32.
Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2017-2020

2017 2018 2019 2020

TRIWOLAN | (Rp Trilyun) | (Rp Trilyun) | (Rp Trilyun) | (Rp Trilyun)
Triwulan I 0,88 0,98 0,94 1,15
Triwulan 11 1,03 1,04 1,11 1,23
Triwulan III 0,91 1,06 1,10 1,36
Triwulan IV 0,88 0,98 1,10 1,25
Jumlah 3,70 4,06 4,25 4,99

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

Kebutuhan akan pembiayaan dana untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
dan dunia usaha di Kabupaten Bengkayang menjadikan penyaluran dana kepada
(kredit) peningkatan. Pada tahun 2019, kredit yang
disalurkan perbankan di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 12,72 Trilyun atau tumbuh
sebesar 1,68% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, kredit yang
disalurkan sebesar Rp 13,72 Trilyun atau tumbuh sebesar 7,86% dibandingkan tahun
2019.

masyarakat terus mengalami

Tabel 2.33.
Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2017-2020

2017 2018 2019 2020
TRIWOLAN | (Rp Trilyun) | (Rp Trilyun) | (Rp Trilyun) | (Rp Trilyun)
Triwulan I 2,16 3,09 3,17 3,49
| Triwulan II 1,74 3,16 3,15 3,38
Triwulan 111 1,69 3,11 3,14 3,46
Triwulan IV 1,63 3,15 3,26 3,39
Jumlah 7,22 12,51 12,72 13,72

Sumber: Kantor Perwakilan Bankllndonesia Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.3.2.8. Komunikasi dan Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam
penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah,
swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi
yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh
pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar
tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi
dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Hampir semua
kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan komunikasi melalui jaringan seluler

bahkan jaringan internet. Perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota
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(Kecamatan Bengkayang) dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat
mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Bengkayang sangat
mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara
personal maupun kelembagaan. Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan
perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Bengkayang, vang selanjutnya
perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Bengkayang
telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain
berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat
dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Bengkayang
karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim
investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan
lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen
baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat dua
tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten
Bengkayang, vaitu jumlah kantor pos pembantu menurut kecamatan dan karakteristik
pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet.

Tabel 2.34.
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2021

No Kecamatan 2017 2018 2019 2020
1 Sungai Raya 2 2 2 1
2 Capkala 1 1 1 0
3 Sungau Raya Kepulauan 0 0 0 0
-+ Samalantan 1 1 1 1
) Monterado 1 1 1 0
6 Lembah Bawang 0 0 0 0
7 Bengkayang 1 1 1 1
8 Teriak 0 0 0 0
9 Sungai Betung 1 1 1 0
10 Ledo 1 1 1 1
11 Suti Semarang 0 0 0 0
12 Lumar 0 0 0 0
13 Sanggau Ledo 1 1 i 1
14 Tujuh Belas 0 0 0 0
15 Seluas 1 1 1 1
16 Jagoi Babang 0 0 0 0
17 Siding 0 0 0 0

Total 10 10 10 6
Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020
Tabel 2.35.
Fasilitas Pendukung Komponen Telekomunikasi
Telekomunikasi
No. Kecamatan Kekuatan Sinyal Telepon Rasio Luas
Seluler (100%=kuat) Wilayah/Jumlah BTS
1 Sungai Raya 100 15,17
2 Capkala 57,14 15,45
3 Sungai Raya 80 39,40
Kepulauan
4 Samalantan 57,14 42,05
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Telekomunikasi
No. Kecamatan Kekuatan Sinyal Telepon Rasio Luas
Seluler (100%=kuat) Wilayah/Jumlah BTS
5 Monterado 54,55 36,38
6 Lembah Bawang 0 94,00
7 Bengkayang 50 15,19
8 Teriak 3,56 57,88
9 Sungai Betung 25 41,19
10 Ledo 8,33 68,82
1l Suti Semarang 37,50 140,42
12 Lumar 20 34,40
13 Sanggau Ledo 40 49,06
14 Tujuh Belas 75 44,20
15 Seluas 16,67 101,30
16 Jagoi Babang 0 218,33
17 Siding 12,50 187,87
Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

2.3.2.9 Sarana Perdagangan

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan
mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang.
Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan
rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten Bengkayang
pada tahun 2020 terdapat 3.347 sarana perdagangan, yang terdiri dari Pasar 19 unit, Toko
51 unit, Minimarket 32 unit, dan Warung/Kios 3.245. Jumlah fasilitas perdagangan

tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019, yang berjumlah 3.148 unit.

Tabel 2.36.
Jumlah Sarana Perdagangan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2019-2020

'No  Sarana Perdagangan 2019 2020

1 Pasar 18 19
2 Toko 50 51
3 Minimarket 30 32
4 Warung/Kios 3.050 3.245

Jumlah 3.148 3.347

Sumber: BPS, Kabupateh Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021

2.4 1klim Berinvestasi
2.4.2 Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bengkayang dapat ditelusuri dari
beberapa indikator, antara lain adalah jumlah anggota dan nilai nominal anggaran Polres,
jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana
keamanan, dan jumlah kendaraan operasional.

Pada indikator pertama yang menunjukkan jumlah anggota dan anggaran Polres
Bengkayang, terlihat bahwa angkanya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
sejak 2015-2019. Pada tahun 2015 dengan anggota sebanyak 499 jiwa, Polres Bengkayang
memiliki total anggaran sebesar Rp 34.457.550.000,00. Sedangkan dengan adanya
peningkatan personil menjadi 518 jiwa, total anggaran juga ikut meningkat menjadi
48.868.870.000,00 pada tahun 2019. Secara rinci jumlah anggota dan anggaran Polres

Bengkayang sejak tahun 2015-2019 terdapat pada tabel 2.79.
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Tabel 2.37.
Jumlah Anggota dan Nominal Anggaran Polres Bengkayang Tahun 2015-2019

Tahun
No  Kstorsngan | ASBe0. - 2018 2016 2017 2018 2019
Jumlah
1 Ki‘gogi‘;f:n jiwa 499 524 500 512 518
Nasional/Polres
Nilai nominal -
2 anggaran rIJJ.piah 34.457,55 | 38.615,66 | 48.023,54 | 48.127,53 | 48.868,87
Polres

Sumber: Polres Bengkayang, Tahun 2020

Indikator ketertiban di tahun 2019 ditunjukkan dengan jumlah aparat keamanan
dan ketertiban umum Kabupaten Bengkayang yang belum ditunjang secara maksimal
dengan sarana prasaran keamanan dan kendaraan operasional. Tercatat pada tahun
tersebut jumlah aparat sebanyak 1.420 orang yang dapat dirinci menjadi: 29 orang Pamong
Praja, 620 orang Linmas, 151 orang Patroli Satpol PP, dan 620 orang Perlindungan
Masyarakat. Angka ini memang masih belum sebanding dengan jumlah sarana dan
prasarana keamanan serta kendaraan operasional yang hanya berjumlah 4 unit pos

keamanan, 2 kendaraan operasional roda 4, dan 6 kendaraan operasional roda 2.

2.4.2 Kemudahan Perizinan

Keberadaan pelayanan perijinan usaha secara terpadu dalam upaya meningkatkan
unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal
sangat penting sehingga dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit
perbankan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang
dalam kaitannya dengan kemudahan perizinan dengan melakukan peningkatan standar
pelayanan publik, perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat
serta terbuka, pengembangan digital investment promotion, peningkatan sarana dan
prasarana dalam rangka mendukung pelayanan berbasis online (OSS dan SIAK),
optimalisasi informasi pemerintahan berbasis teknologi informasi, tersedianya dokumen

rencana penanaman modal.

2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kabupaten Bengkayang secara kuantitatif bertambah dari
tahun ke tahun, namun jumlahnya masih lebih rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya
(urutan ke 6 terbanyak) diikuti dengan kualitas yang masih tergolong rendah jika diukur
dari IPM dan tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja. Komposisi sumber daya
manusia Kabupaten Bengkayang berdasarkan kelompok umur menunjukkan ada
pergeseran. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk
usia non produktif (0-14) tahun berkurang 7,19% dan usia 65 tahun ke atas bertambah
1,62%. Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 5,57%. Perbandingan penduduk
usia non produktif dengan usia produktif yang disebut Dependency Ratio (DR) atau Rasio
Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 59,54 tahun 2010 menjadi 46,51 tahun 2020.
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Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat
menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik
bagi dava saing daerah.

Dengan DR < 50, Kabupaten Bengkayang telah masuk dalam era bonus demografi
dan ini merupakan kesempatan emas (gold opportunity) bagi Pemerintah Kabupaten
Bengkayang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai
dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial
(kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (2013 - ...). Potensi
Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir
70% dari 286.366 jiwa penduduk Kabupaten Bengkayang) harus ditingkatkan kualitasnya

dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2.38.
Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Bengkayang
Tahun 2010 dan 2020

Dot 2010 2020 Petubibai D;:g“{;';’)y
(tahun) — o h | % | Jumlah | % |Jumlah| % |2010]| 2020

0-14 73.803 | 34,28 77.579 27,09 | 3.776 -7,19

15-64 | 134.934 | 62,68 | 195.452 | 68,25 | 60.518 | 5,57 | 59,54 46,51
65+ 5.540 3,04 13.335 466 | 6.795 1,62
Total | 364.759 | 100,00 | 421.306 | 100,00 | 56.547 Bonus Demografi

Sumber: Hasil SP Tahun 2010 dan SP Tahun 2020
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BAB III
VISI DAN MISI, TUJUAN SERTA SASARAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG

3.1 Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 dalam kaitannya dengan
Penanaman Modal.
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis,
antisipatif, dan inovatif. visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari
perencanaan strategik serta langkah penting daiam perjaianan organisasi. Visi adalah
suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka
melaksanakan pembangunan, dan visi secara umum merupakan pernyataan dalam

menjawab permasalahan yvang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif
tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan
yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi,
kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:
“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA dan berdaya saing
DITOPANG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”
Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun
kesamaanpersepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:
Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang
unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfataan segenap potensi
sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya
buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan
ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya
tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu
2021-2025 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), smart
infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas), smart technology (pemanfaatan
teknologi yg cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas),
smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), smart energy (pemanfaatan
energi yg cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan smart
citizenz (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembanguan juga
diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak
penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.
Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam

menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi
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sumber dava yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh
meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik,
kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang
mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah
ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah,
sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yag lain
yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang
yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.
Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah:
pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala
nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per
1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama
sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan
usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat
Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang
difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang
berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui
perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berdaya Saing, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di
suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh
daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses
ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini
diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping
itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya
maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga
dengan baik.

Pemerintahan yang bersih, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang
mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem
pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada
pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi
pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan,

kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai.

Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh)
misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan
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derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses
pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas,
amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima
berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah
dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun
moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik
serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung
peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas
ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan,
energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk
menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata,
yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai
dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong
peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi
informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong
peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan
ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.

7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses
pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan
kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui
pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan
sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi

sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan
sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 yang
menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkayang adalah Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada
pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan

kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga)
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Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung
peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
daerah. Dengan demikian berdasarkan kedua misi tersebut kemudian dirumuskan visi dan
misi penanaman modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 untuk kemudian

dikonkritkan dalam bentuk tujuan dan saran yang hendak dicapai.

3.1. Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam
rangka melaksanakan pembangunan, dan Visi secara umum merupakan pernyataan dalam
menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang
menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten
Bengkayang mengacu pada visi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi
Kepala Daerah untuk periode 5 Tahun yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Bengkayang 2021-2026.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk S (lima) tahun kedepan
sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 yang
menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkayang adalah Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa
yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi
dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan
ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkam misi tersebut Untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinva dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal
daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang maka dirumuskan Visi Penanaman Modal
Kabupaten Bengkayang 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi berbasis terknologi
informasi guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis”

Untuk merealisasikan keinginan dan tujuan yang tertuang dalam visi tersebut,
maka seluruh sumber daya aparatur harus dapat memahami secara utuh dan
mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam pencapaian Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun
2016-2021.

3.2. Misi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya,
dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh
organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan

pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat
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mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan
diperoleh di masa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai
berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi;
2. Menggali Potensi Investasi untuk menarik minat investor melalui pemanfatan

Teknologi Informasi;

3. Menciptakan Iklim Investasi yang sehat dan dinamis.

Keterkaitan Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang dengan Visi dan
Misi Kabupaten Bengkayang Khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan investasi
dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang Periode 2021-2026 dengan Visi Misi
Penanaman Kabupaten Bengkayang Modal Periode 2021-2026

imootacds - - | " '‘Bengh

Kabupatén” Berrllgka_va.ngn I-\I/Iaj-u., -Ma_mdiri, -'I‘erwujudnva Pelayanan Perlzman “dan
Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang | Investasi berbasis terknologi informasi

Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka. guna menciptakan iklim investasi yang
- ~sehat dan dinamis.
ﬁ?.erlnie. A mmmmnmmpm
2. Mewujudkan tata kelola pemenntahan 1. Menmgkatkan Kuahtas Pelayanan

yvang baik, peduli, bersih, terbuka, Perizinan berbasis teknologi informasi,
tegas, amanah dan berwibawa yang
berorientasi pada pelayanan publik
yang prima berbasis teknologi
komunikasi dan informasi serta
penguatan kemitraan pemerintah
dengan dunia usaha dan masyarakat

3. | Meningkatkan ketersediaan dan | 2. | Menggali Potensi Investasi untuk
kualitas infrastruktur dasar untuk menarik minat investor melalui
mendukung peningkatan investasi dan pemanfatan Teknologi Informasi

pertumbuhan ekonomi sekaligus
menjaga stabilitas ekonomi daerah.

3. | Menciptakan Iklim Investasi yang sehat
dan dinamis

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, dan Renstra DPMPTSP
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021

3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Penanaman Modal Kabupaten
Bengkayang
3.3.1. Tujuan
Tujuan jangka menengah Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-
2026 adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program
dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkayang;
2. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan

modalnya di Kabupaten Bengkayang;
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3. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;

4. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi

para calon investor;

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman
modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;

6. Terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif dan dapat menarik minat investor;

7. Menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah daerah.

3.3.2.

Sasaran jangka menengah Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2021-2026 adalah

sebagai berikut :

1.

Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang
menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;

Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai
informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;

Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan

program investasi yang sesuai dengan keinginnya;

. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang

berlaku;

Terlaksananya layanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang
berkualitas dengan Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan
yang prima.

Terlaksananya sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayvang dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan Nilai Investasi
PMA dan PMDN.

Terselesaikannya kasus dan sengketa antar investor dan antara investor dengan
masyarakat.

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Penanaman Modal Kabupaten
Bengkayang Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi berbasis terknologi
informasi guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis.

MISI TUJUAN SASARAN
Meningkatkan 1.1 | Tersusunnya 1.1.1 | Memberikan
Kualitas Pelayanan database dan sistem kemudahan kepada
Perizinan berbasis informasi investor dalam
teknologi informasi; penanaman modal mendapatkan
yvang berisi program berbagai informasi di
dan prospek potensi bidang  penanaman
investasi di modal dan perijinan;
Kabupaten
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Bengkayang;

1.2 | Tersusun dan | 1.2.1 | Memberikan
terdatanya potensi pedoman dan
investasi yang gambaran kepada
informatif dan investor untuk
menguntungkan memilih jenis dan
bagi para calon program investasi
investor; yang sesuai dengan

keinginnya;

1.3 | Meningkatkan 1.3.1 | Terlaksananya
pelayanan di bidang layanan perijinan
penanaman modal melalui Pelayanan
dan perijinan; Terpadu Satu Pintu

(PTSP) yang
berkualitas  dengan
Penyederhanaan
mekanisme perizinan
dengan sistem
pelayanan yang
prima.

1.4 | Meningkatnya 1.4.1 | Terlaksananya
pengetahuan  dan kegiatan penanaman
kemampuan aparat modal yang sesuai
di bidang dengan aturan-
penanaman modal aturan yang berlaku;
dan perijinan.

Menggali Potensi | 2.1 | Menjaring Investor | 2.1.1 | Terlaksananya
Investasi untuk yang berfasilitas sosialisasi tentang
menarik minat dan non fasilitas investasi di
investor melalui untuk Kabupaten
pemanfatan menanamkan Bengkayang dengan
Teknologi Informasi modalnya di memanfaatkan
Kabupaten teknologi  informasi
Bengkayang; yang berdampak pada
peningkatan Nilai
Investasi PMA DAN
PMDN.
Menciptakan  Iklim | 3.1 | Terciptanya iklim | 3.1.1 | Terselesaikannya
Investasi yang sehat investasi daerah kasus dan sengketa
dan dinamis yang kondusif dan antar investor dan
dapat menarik antara investor
minat investor; dengan masyarakat.
3.2 | Menciptakan 3.2.1 | Meningkatnya
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kepercayaan
masyarakat dan
investor kepada

pemerintah daerah.

jumlah

baik

maupun
negeri
menanamkan
modalnya
Kabupaten
Bengkayang;

investor,
dalam

luar

yang

di
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BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG

4.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal
Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang
Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera.
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:
1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
dan
3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.
Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal
yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;

2, Pesebaran Penanaman Modal;

3 Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)

D, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);

6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal,

7. Promosi Penanaman Modal.

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarik
utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang. Iklim
investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyvamanan dan keamanan dalam
berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik
berinvestasi di Kabupaten Bengkavang dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki

potensi serupa.

4.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang

Penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang untuk mendukung RUPM Nasional dan
RUPMP Provinsi Kalimantan Barat, dan juga harus mendukung pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025
dengan visi sebagai berikut:

” TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKAYANG SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG
SEJAHTERA BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN”

Dalam mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Bengkayang tersebut diperlukan misi
yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi
dengan menggunakan sumber daya yvang dimiliki, melalui 4 (empat) Misi pembangunan
daerah sebagai berikut:
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1. Mewujudkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan
(Green Economy) berdasarkan potensi daerah melalui pengembangan prasarana
dasar dan kawasan perbatasan,;

2. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan pendidikan,
penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kesehatan serta kesejahteraan
sosial;

3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi supremasi
hukum, nilai-nilai budaya, kerukunan hidup umat beragama dan mendorong
kehidupan yang demokratis;

4. Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah, pendayagunaan perencanaan,
pengawasan, dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik
yvang berkualitas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025
telah dinyatakan tentang sasaran pokok pembangunan yang selengkapnya dapat dilihat
pada matriks berikut:

Tabel 4.1.

Ko

No| T R e N Py S e

1 | RPJPD ke-1 Penyelesalan masalah masalah mendesak yang sedang
(Tahun 2006-2010) | dihadapi di Kabupaten Bengkayang, melanjutkan proses
pembangunan yang berjalan pada periode awal
perencanaanserta pengembangan komoditi unggulan sebagai
basis utama pembangunan di Kabupaten Bengkayang

2 | RPJPD ke-2 Pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan
(Tahun 2011-2015) | kepada peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan
teknologi di bidang pertanian, perdagangan dan jasa,
penciptaan kondisi pemerintahan yang baik, penyelesaian
pembangunan prasarana dan sarana serta melakukan
penataan ruang yang baik dalam menjaga Kkelestarian
lingkungan

3 | RPJPD ke-3 Pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan
(Tahun 2016-2020) | kepada penciptaan kualitas Sumber Daya Manusia yang
berkualitas, kompetitif dan profesional, peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat serta optimalisasi pengembangan dan
pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam pembangunan

4 | RPJPD ke-4 Pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan
(Tahun 2021-2025) | kepada implementasi ilmu dan teknologi tepat guna sebagai
landasan utama pembangunan Kabupaten Bengkayang,
pengembangan agroindustri yang berwawasan lingkungan,
pembangunan dunia usaha yang maju dan mampu bersaing
di pasar global, sejalan dengan kemajuan tersebut disertai
dengan peningkatan daya beli masyarakat maka sektor
ekonomi lainnyva dapat ikut berkembang. Disamping itu,
pembangunan dibidang agama dan budaya terus
ditingkatkan sehingga visi Kabupaten Bengkayang untuk
menciptakan masyvarakat madani yang sejahtera, demokratis
dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dapat
terwujud.

RUPM Kabupaten Bengkayang vang disusun ini harus dapat mendukung
pelaksanaan semua misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalan RPJPD

Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, sejalan dengan Peraturan Presiden Republik
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Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka arah

kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkayang meliputi 7 (elemen) utama, yaitu:

1;
2.
3.

sl - o

4.2.1.

Perbaikan iklim penanaman modal;

Persebaran Penanaman Modal;

Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Infrastruktur, Energi dan
Perdagangan,;

Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi);
Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan

Promosi, Kerja sama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, berupa:

Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal, penguatan kelembagaan penanaman

modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan:

1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal
berbasis teknologi informasi;

2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non
perizinan di pusat, Propinsi, Kabupaten;

3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka
pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal; dan

4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah
(problem-solving) baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang
sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bengkayang.

5. Penciptaan database dan sistem informasi penanaman modal yang bersifat
informatif yang didalamnya terdapat program investasi dan prospek potensi
investasi yang menguntungkan bagi para calon investor di Kabupaten
Bengkayang;

6. Perlunya pelaksanaan sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayang
dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan
Nilai Investasi PMA DAN PMDN di Kabupaten Bengkayang.

Penciptaan Kepastian Hukum Yang Menjamin Perlindungan dan Persaingan Usaha.

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal

untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

1. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya
sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan;

2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya. Dengan adanyanya perlindungan hukum maka pelaku
usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir

resiko kemanan dalam berusaha;
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4.2.2.

3. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (Level Playing
Field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di
masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat
tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan
kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;

4, Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan
yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang
merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang
yang mematikan pesaing; dan

5. Perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang
penanaman modal dan perijinan yang dapat memastikan kegiatan penanaman
modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;

6. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat yang mampu melakukan
penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penanaman modal baik yang
berbentuk sengketa antar investor dan antara investor dengan masyarakat

melalui jalur mediasi.

Hubungan Industrial. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di
Kabupaten Bengkayang, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program
pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.

2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang
harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad
baik (code of good faith).

3. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat yang mampu melakukan

penyelesaian kasus melalui jalur mediasi

Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal diarahkan kepada

persebaran penanaman modal yang sesuai peraturan kawasan dan zonasi, persebarannya
adalah:

d.

Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor- sektor
strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiap kecamatan
yang dimiliki;

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan
mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi,
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang
mendorong pertumbuhan penanaman modal; dan

Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang
diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang

strategis.
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4.2.3 Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Infrastruktur, Energi dan

Perdagangan
Produk Unggulan Daerah (PUD)

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki
dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi
serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan
pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan
kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan
infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi
para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi
masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya
tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan
pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua
pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan
pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi
wilayah /masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola
pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah
inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan
unggulan daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan daerah menggambarkan
kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan
sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi
masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas
dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga
mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar
ekspor.

Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD Menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 merupakan produk, baik berupa barang
maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang
potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki
oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan
menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang
potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki
pasar global. Sedangkan yang disebut pengembangan adalah upaya yang dilakukan
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk
unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi kegiatan.

Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
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2. Peningkatan kualitas infrastruktur,

3. Peningkatan promosi dan investasi PUD;

4. Peningkatan kerjasama;

5. Peningkatan peran serta masyarakat; dan

6. Peningkatan perlindungan terhadap PUD.

Mengacu urgensi identifikasi produk-produk unggulan di daerah terkait penerapan
otonomi daerah dan relevansinya dengan penyerapan basis ekonomi lokal untuk bisa
memacu PAD serta penyerapan tenaga kerja maka penetapan produk unggulan jagung di
Kabupaten Bengkayang menjadi kian menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Selain itu,
pengembangan produk unggulan daerah juga relevan dengan tuntutan era global karena
saat ini nilai keunggulan komparatif sudah tak lagi relevan sebab yang terpenting justru
komitmen memacu keunggulan kompetitif. Terkait hal ini, keunggulan kompetitif pada
dasarnya bisa diciptakan sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak
menciptakan keunggulan kompetitif dari setiap peluang yang ada. Persaingan era global
sangat ditentukan keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk. Bahkan, ini bisa
disebut dengan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, potensi keunggulan komparatif sudah
tidak menjamin secara kontinu atas persaingan global.

Dalam konteks pengembangan keunggulan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang harus mulai mengembangkan konsep produk unggulan. Proses ini dilakukan
dengan mengidentifikasi produk unggulan lainnya terutama yang berasal dari sektor
informal dan usaha kecil menengah dengan asumsi sifatnya yang padat karya sebagai
proses pengembangan sumber daya lokal dan juga optimalisasi atas potensi ekonomi
daerah. Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi daerah,
pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa
suatu daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi.
Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM dapat merupakan strategi
yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah. Esensi atas penciptaan produk-
produk unggulan di daerah menjadi sangat penting terlebih lagi di daerah tertinggal atau
mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap daerah lain, termasuk juga daerah
perbatasan. Peranan produk unggulan jagung sangat krusial karena merupakan produk
yang mampu memberi kontribusi terbesar terhadap perolehan penerimaan daerah,
terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD-PDRB. Hal ini terlihat dari besarnya
peranan produk unggulan jagung terhadap total perekonomian Kabupaten Bengkayang.
Dari rujukan diatas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka produk
unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk
dikembangkan melalui maksimisasi hasil hasilnya. Meski demikian potensi yang ada di
Kabupaten Bengkayang belum dimanfaatkan optimal dan masih banyak produk
unggulan yang belum teridentifikasi sehingga output yang ada belum diolah secara
optimal sehingga produktivitas produk unggulan sebenarnya masih dapat lebih
ditingkatkan.
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Tabel 4.2.3.a
Tahap Perkembangan Tanaman Jagung Kabupaten Bengkayang

Rata - Rata
Tahun Tanam (ha) Tanam Per 10
No Kecamatan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Yerakhis
(ha/tahun)
1 | sunga Rays - - - - - 113 31 23 23 L5 21
2 | capkala 3as5 280 561 571 555 987 424 420 163 121 aas
3 20 4 i8 14 14 132 37 as H 12 30
4 460 610 490 204 1959 2051 1 609 1479 1.827 1376 1226
5 | Lumar 1.370 1212 1320 0% 1970 2099 1614 1860 914 1.358 1434
6 | Teriak 533 477 S0 510 2043 2124 1288 1955 1330 1985 1.315
7 | Sei Betung 2.170 1380 790 1620 2168 2314 1712 1106 662 1792 1571
8 | Jago: Babang 239 200 7s 28 322 491 234 93 228 253 236
3 | Bengkayang 808 759 285 739 1610 1651 1117 sce 1080 1120 98
10 | Suti Semarang 325 162 150 72 366 272 248 82 125 191 199
11 | Tujuh Belas 6.115 2888 1801 1534 1720 2402 1615 1424 1869 1.820 2.329
12 | Lembah Bawang 236 128 81 43 447 550 381 387 209 205 267
13 | Monterade 1157 1080 460 81% 14205 1806 o099 1138 1.085 625 1.067
14 | Ledo 1543 1494 1557 1893 2357 2599 1132 3049 2526 1871 2.002
15 | Seluas 5969 6268 6273 5552 5096 3461 4653 s 850 5841 6256 5.622
16 | Siding 312 123 a2 46 230 104 231 224 173 189 176
17 | sanggau Ledo 6882 7 198 6.122 7 893 8878 7 448 8 164 8260 8082 7222 7.615
Benghayang 28.684 24.263 21.054 22.339 31.140 31.695 25.606 28.203 26.139 26.401 26.552
Tahun Panen (ha) monenPar 18
No Kecamatan Tshun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terakhic
(ha/tahun)
1 | Sunga Raya 29 - - 625 - 3 141 12 31 14 B
2 | capkala 375 285 508 2 soc 625 813 407 272 158 392
3 | sel Raya Kepulsuan a5 20 10 396 10 as 112 a1 s E 69
4 | samalantan 575 608 379 1.134 1188 2.085 1827 1513 1822 1483 1262
5 | Lumar 1335 1552 620 628 1620 1.762 1858 2.046 1079 1179 1.368
& | Teriak 683 daa sz8 1000 11443 2213 1777 2228 1008 1713 1.283
7 | Sei Betung 2763 1480 980 45 1975 2154 2.127 1074 972 1185 1.471
8 | lagol Babang 545 70 174 285 204 360 446 115 20 338 263
9 | Bengkavang 723 777 477 182 1421 1836 1195 1055 850 1.208 72
10 | Suti Semarang 125 335 2 1643 63 369 351 154 88 192 341
11 | Tujuh Belas 7 549 3483 2071 as 1508 1898 2082 L 694 1562 1 846 2.374
12 | Lembah Bawang 454 195 70 455 &7 452 541 427 384 237 329
13 | Monterado 1019 130s 460 1518 1.229 1.442 1679 1275 733 1220 1.188
14 | Leda 1573 1414 1758 5878 2014 2,457 1823 2687 2 388 1990 2.408
15 | Seluas 5555 5264 6372 52 4990 4848 4032 6053 5847 6332 5.035
16 | siding 187 179 30 7.327 16 281 286 207 23¢ 167 201
17 | sanggau Ledo 6533 7 249 6.304 - 8591 7 988 7.291 9027 8092 7 287 6.836
Bengkayang 30.168 25.640 20812 21416 26.540 30.820 28.381 30.016 25451 26.527 26577
Rata - Rata
Tahun Produktivitas (ku/ha) Produktivitas
No d Per 10 Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tetakhie
{Xu/Tahun)
1 | sungai Raya 36.79 - - . - 39.65 29,19 41,76 23,40 4340 25,42
1 | capkais a1.46 37.91 37,42 45,39 4141 39,87 49,41 2067 4334 4333 42,02
3 | 5e Rayas Kepulauan 35,77 35,29 32,27 39,14 35,71 39 a4 4898 4236 2288 4288 39,47
4 | samalantan 37,52 37.01 3385 41,06 37.456 41,85 51,39 4378 4721 47.21 41,83
5 | Lumar 4155 4101 37.48 4548 4148 40,00 29,54 4172 45,89 45,89 43,00
6 | Teriak 36,54 36,04 32,97 39,99 3548 40,26 1380 4288 46,73 46,73 40,84
7 | 5e: Betung 4233 41,74 38,19 46,32 42.26 4027 4981 4290 46.60 46.60 43,70
8 | Jago Babang 38.28 37.77 34,53 4189 38,22 38,72 4826 4107 41,17 41,17 40,11
9 | Bengkayang 3913 3860 3531 42,82 38.07 39.97 49,51 4155 44,21 44321 41,44
10 | Suti Semarang 38,44 57,93 32,69 42,08 38,39 32,88 42,42 40,46 41,59 4159 39,05
11 | Tujuh Belas 4095 4071 36.95 2282 40,89 41,83 51,37 4388 49,16 49,16 43,97
12 | Lembah Bawang 3540 3as2| 319a 3874 35,35 32,74 2229 40,26 4062 40,64 37,29
13 | Monterado 3851 57.87 34.63 az01 3833 40,33 4987 42,79 47.73 47,73 41,98
14 | Ledo 4240 4143 38,24 46,38 4232 39,62 49,18 41,58 4357 4357 42,83
15 | seluas 21.38 40,85 37.35 45,30 41,33 40,38 4993 44,07 EERE] 49,19 43,90
16 | S«ding 3524 3477 3is: 38.58 35.20 3347 4302 40,57 4294 4294 37,85
17 | Sanggsu Ledo 4192 41,36 17,82 4589 41,88 42,43 5197 44,76 49,24 29,24 44,65
Bengkayang 40,97 40,51 37,23 40,69 40,94 40,68 50,18 43,44 47,68 47,65 43,00
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Rata - Rata
Tahun Produksi (ton) Produksi Per

No Kecamatan 10 Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terakhir
_{Ton/Tahun)
i | Sunga: Raya 107 - - - = 12 594 5C 13s 34 106
2 | Capkala 1555 1005 1880 a 2071 2492 4017 1655 1.179 685 1.656
3 | Sei Raya Kepulauan 161 71 32 1.549 36 177 549 174 21 34 280
4 | samalantan 2.158 2.250 1283 4 658 4450 B 725 9 388 €629 8602 7001 5.514
5 | Lumar 5547 6.365 2314 1857 6720 7.047 9202 8536 4951 5410 5.896
6 | Teriak 2496 1600 1741 4 358 4173 8 9C9 B Ba9 9553 4711 8 005 5.440
7 | Sel Betung 11695 6178 3.666 213 8 348 8675 10,595 4 607 4530 5.383 6.389
8 | Jago: Babang 2086 264 601 1.194 780 1394 2.153 472 371 1392 1.071
9 | Bengkayang 2.829 2999 1684 779 5552 7.338B 5916 4384 3758 5.340 4.058
10 | Suti Semarang 481 1271 319 6914 242 1.213 1489 623 366 799 1.372
11 | Tujuh Belas 30910 14179 7652 plerd 5.166 7 940 10.696 7.432 7879 9075 10.193
12 | Lembah Bawang 1 607 681 224 1801 237 1487 2.288 1719 1560 963 1.257
13 | Monterado 3924 4942 1593 6377 4711 5815 8373 5456 3498 5823 5.051
14 | Ledo 6.66%9 5858 6723 27728 523 9.739 B 965 11.172 10396 8671 10.345
15 | Seluas 22989 25588 23 807 Z35 20624 19578 20130 26676 28761 31.147 21.954
16 | Siding 1011 622 as 28 269 56 941 1.230 BaC 98B 717 3.477
17 | Sanggau Ledo 27 389 29982 23848 S 35979 33 895 37 894 40409 39 Bag 35 884 30.513
Bengkayang 123.613 103.855 77.482 87.144 108.665 125.376 142.430 130.388 121.353 126.390 114.670

b. Infrastruktur
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah

sebagai berikut:

1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;

2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai
strategi peningkatan potensi ekonomi;

3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Provinsi dan Kabupaten
sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan
infrastruktur;

4) Percepatan pembangunan infrastruktur;

5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) ataunon KPS;

6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur;

7) Pembangunan media komunikasi dan informatika; dan

8) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap
terhadap kebutuhan pasar dan industri.

c. Energi
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi
infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bengkayang;

2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung
efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;

3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta
dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi
sumber energi baru dan terbarukan; dan

4) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.
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1)
2)

2)

4.2.3.

Perdagangan
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan:

Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal;
Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang barang kebutuhan pokok di seluruh
wilayah Kabupaten dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan

Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan

menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup
serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta
pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;

Pengembangan ekonomi hijau (green economy);

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan
kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan
hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;
Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan
secara lebih terintegrasi; dan

Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya

dukung lingkungan.

4.2.4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan

Koperasi)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi

besar, yaitu :

1)

2)

Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala
tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro
berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada
akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan

Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama)
antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan
dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat
keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun
agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar
dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut
dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling
menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan

usaha (linkage)antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
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4.2.5. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu
keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok
perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan
kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan
pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi
daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara
nasional (national best practices), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan
internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan
ckonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas,
kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang
bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang
berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas,
kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif,
sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan
kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman
modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala
prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan
penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal
yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil,
di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu;
kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan
penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman
modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain
kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di
wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam
modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta
persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten
Bengkayang.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada
penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding
wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang
dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang
dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditetapkan pemberian
fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas,
kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan
pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan
wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri
pionir adalah penanaman modal yang :

= memiliki keterkaitan yang luas;

* memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;

= memperkenalkan teknologi baru; serta

= memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah
penanaman modal yang:

= mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;

= memperkuat struktur industri daerah dan nasional,;

= memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan

= memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang

pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan

ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu
terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau
peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

3 Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk
keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

4, Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal
atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri selama jangka waktu tertentu; dan

<3 Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan
penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dapat memberikan kemudahan berupa:

1. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu,
pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;

Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;

Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;

4. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal
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untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas
perizinan impor;

Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

Penyediaan sarana dan prasarana;

Penyediaan lahan atau lokasi; dan

co e L

Pemberian bantuan teknis.
Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada
penanarn modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara

lain dapat berupa :

i pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

2 pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3 pemberian dana stimulan; dan/atau

4 pemberian bantuan modal.

o

Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif
Penanaman Modal
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan
dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas
penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang :
1 melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-
kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:
Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB);
Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Bengkayang;
Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
Termasuk pembangunan infrastruktur;
Merupakan industri pionir;

Melakukan alih teknologi;

Ll - B R

Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain
yang dianggap perlu;
10. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
11.  Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
12. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
13. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri.
Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki
peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan

yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.
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Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalarn jumlah dan waktu tertentu

hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal Kabupaten
Bengkayang diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya
bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha
tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan
evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan
dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan,
dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bengkayang
untuk dibahas dengan kepala-kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya
ditindaklanjuti oleh kepala-kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

4.2.6. Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal
Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan

penanaman modal Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

1. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik
dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun

rencana tindak image building lokasi penanaman modal;

2, Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan
inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

yang telah ditetapkan;

4, Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPD
terkait di tingkat kabupaten, propinsi, maupun di tingkat nasional; dan
9 Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk

mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
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BABV

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM
KABUPATEN BENGKAYANG

5.1. Prinsip dan Acuan
Peta panduan (road map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang

untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sehingga potensi daerah dapat

dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan untuk kesejahteraan

masyarakat. Acuan vang diberi nama “Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-

20267 ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman

Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang vang
termuat dalam Visi Kabupaten Bengkayang 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan
pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan
inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, vyaitu
“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima dan Berdaya Saing”.

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 dimaksudkan
untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam
mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Bengkayang, adapun tujuan Roadmap:

a. Sebagai bahan acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam
merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan;

b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan
pengembangan investasi di Kabupaten Bengkayang; dan

C. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya
dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 adalah sebagai
berikut:

a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan
investasi;
b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;

Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi; dan

Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten Bengkayang.
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a Tahap II
Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa
dan Perdagangan (2023-2024).

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upayva mewujudkan

perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah

yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang

dilakukan antara lain meliputi:

Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dermaga,
listrik dan air bersih, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air
bersih yang berwawasan lingkungan;

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-
kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan;
Penguatan sistem pengembangan produk unggulan Perkebunan jagung yang
menjadi andalan wilayah;

Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;

Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh
kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel

dengan sistem informasi data yang kredibel.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap

menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik
sebagai berikut:

Meningkatnya ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;

Meningkatnya ketersedian infrastruktur yang menunjang Usaha Jasa dan
Perdagangan;

Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara
Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dengan Swasta;

Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi
secara optimal, cepat dan akurat; dan

Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

[ Tahap III
Tahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (2024-2025).

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan

melalui:

Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa
kecamatan di Kabupaten Bengkavang;

Menjembatani UMKM dengan investor supaya dapat bersanding dengan
harmonis dan aman;

Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri
besar; dan

Pengembangan industri skala besar di Kabupaten Bengkayang.
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Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap

menggunakan pendekatan sektoral dan pendekatan regionalisasi dengan karakteristik

sebagai berikut:

Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu
menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum
pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah
dan besar;

Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bengkayang dan swasta
dalam pengembangan UMKM;

Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang
mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif; dan

Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi
secara optimal, cepat dan akurat utuk investasi industri skala kecil, menengah

dan besar.

a Tahap IV
Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2025-2026).

Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kabupaten Bengkayang sudah

tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi

daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai

berikut:

Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan
ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan
keunggulan masing-masing;

Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah
dengah produk-produknya secara nyata dan berkualitas;

Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik dan;
Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif,
akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan

usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional

dan internasional.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap
menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik
sebagai berikut:

Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara
Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dengan Swasta;

Managemen penanaman modal yang lebih baik;

Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan
menerapkan standar internasional; dan

Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan

daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.
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BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK

memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Bengkayang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, masyarakat dan
dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bengkayang dengan sebaik-baiknya;

Bupati dalam menjalankan tugas penyvelenggaraan Pemerintah Kabupaten
Bengkavang berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bengkayang ini dengan mengerahkan
potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Bengkayang berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana
Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bengkayang ini;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Bengkayang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman
modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bengkayang ini;

Dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK)
Bengkayang ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bengkayang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara dengan
Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak
Ketiga; dan

Hasil pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Bengkayang

dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

BUPATI BENGKAYANG
ttd

SEBASTIANUS DARWIS
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LAMPIRAN I

PERATURAN RIIPAT] BENGKAYANG

NOMOR I'AHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 - 2026

Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Kabupaten Bengkayang

VISI Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi Berbasis Teknologi Informasi Guna Menciptakan Iklim Investasi Yang Sehat dan Dinamis.
|.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi;
MISI 2. Menggali Potensi Investasi untuk menarik minat investor melalui pemanfatan Teknologi Informasi; dan
3. Menciptakan Iklim Investasi yang sehat dan dinamis
No Fokus Tahap I
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
g:?:i)z::m l:ﬁiunun"g;naﬂiiﬁnanmggf . d::';"; Kabupaten Pembuatan SOP gntuk Pelayanan Prima perizinan maupun penanaman
memasukkan unsur-unsur budaya lokal. modal yang sesuai budaya lokal.
. Menyusun regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar-dasar dalam
Penyusunan Perda Penanaman Modal Kabupaten urusan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang
Kemudahan dan kejelasan regulasi tentang investasi ; ; ..
dengan menyusun Perbup mengenai insentif dan Kabupaten Mewjudican regula_SI da.n keb_lf_gakar_l Jang mempenmuddl peadniman
kemudahan regulasi investasi. modal serta memberikan insentif bagi investor.
P itegtasian OLS FI,(; 33?&?32;} Pengintegrasian OSS guna mempermudah dan mempercepat pelayanan
ginteg Nasional dalam pemberian izin dibidang investasi
Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan e Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal
1 Umum maupun penanaman modal. P untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
Pelatihan-pelatthan SDM dalam hal perizinan maupun ¥ sbiipaten Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam
penanaman modal menuju kepada Pelayanan Prima. P melayani stakeholder, sesuai dengan standar Pelayanan Prima.
Sostalisnsi  Grosediii Diidnan dan  kesempatn Pentingnya kesadaran masyarakat akan kemudahan prosedur
——— mlf) dal P P Kabupaten pengurusan izin serta adanya kesempatan-kesempatan investasi yang
P nodat bisa dilakukan.
Peneranan:s- oG K abupaten Dokumen-dokumen kantor mulai disimpan secara elektronik dan
p P mengurangi dokumen dalam bentuk kertas.
T — K abupaten Pembuatan media penyimpanan dokumen-dokumen elektronik melalui
PHARPEYS & P media cloud storage
- . . Pengunaan Tanda-Tangan elektronik dalam setiap penerbitan perizinan
Penggunaan Digitel Signature dalam sctiap proses Kabupaten dibidang investasi untuk memberikan kemudahan dan percepatan dalam

penerbitan izin berusaha;

pelayanan
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No Fokus Tahap 1
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan

Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan
_ ‘ pecsiiEL Nzl informasi yang semakin komp.rehensif, akurat, ce_pat mer}genai
Promosi potensi. dan Intémasional penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil c%an
menengah (UMKM) dan koperasi sebagai pendukung perekonomian

daerah.
’ Bidang Produk Peningkatan produk unggulan tanaman jagung sebagai K Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur  penunjang

) Unggulan Daerah enunjang perekonomian masyarakat abupaten rek i lalui produk unggulan tanaman jagung.

geulan Daer penunjang pere an masy perekonomian melalui pro gg Jagung
Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, o — Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang
perdagangan dan pariwisata. abupaten menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.
3. Bidang Infrastruktur Kabupaten Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan
Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. dan seluruh umum yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten
Kecamatan Bengkayang.
Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana
energi listrik yang dibutuhkan oleh sektor jasa, usaha Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif yaitu biodiesel,
. . erdagangan, dan industri. Kabupaten | pj 1§ dan PLTD
4, Bidang Energi percagangan, )
gg;?ﬁ;ﬁﬁ::t::mf&asl peatfaiion Sutber Goeg) Kabupaten Mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.
Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat Mengembangkan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang
intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan Kabupaten memiliki keterkaikan besar ke depan (forward linkage) dan kebelakang
s Bitlang Perfagangan (forward linkage) dan kebelakang (backward linkage). (backward linkage).

’ Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan
penyediaan bahan baku, pemasaran produk pertanian Kabupaten baku, pemasaran produk pertanian dan idustri pengolahan serta wilayah
dan industri pengolahan serta wilayah persebarannya. pesebarannya.

No Fokus Tahap 11
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun Melakukan evalugsidsecara berka(lla untu]lc membia;a?kan igM mela:mkar!
penanaman modal. Kabupaten pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Prima am melayani
stakeholder.
generapan Pelayanan Prima dalam perizinan maupun Kabupaten Penerapan Pelayanan Prima.
enanaman Modal.

1 Umum Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro Kibiuwag Harmonisasi regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling
investasi dan tidak saling bertentangan. abupatenl bertentangan dan lebih pro investasi.

Pembuatan Prosedur Pengawasan Regulasi tentang ; Pembuatan prosedur monitoring regulasi mengenai penanaman modal

. . Kabupaten : x - .

investasi. sehingga penerapan regulasi tersebut dapat lebih baik.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan Kabupaten Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal
. | maupun penanaman modal. p untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.




No Fokus Tahap 11
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
Membuat suatu forum pertemuan stakeholder secara berkala (1 bulan
Memepertemukan stakeholder penanaman modal sekali) untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Penanaman
sehingga terjadi interaksi dan komunikasi yang akan Kabupaten Modal dan sekaligus sebagai ajang untuk membina hubungan baik antara
menimbulkan terjadinya saling pengertian. pengusaha besar, UMKM dan Pemerintah untuk peningkatan
kesejahteraan bersama.
Pemanfaatan Sistem Informasi Perizinan OSS Kabupaten S_osialisasi sistem perizingm_agar masyneakcat:sader-alan kemudghan yang
bisa mereka dapatkan dari sistem yang baru.
Mengoptimalkan UMKM Lokal untuk memenuhi Kabupat Penyelarasan hubungan antara UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk
ermintaan perusahaan besar. i diian saling bekerjasama.
Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di
Insentif dan Kemudahan. Kabupaten bidang jasa, perdagangan dan industri yang berinvestasi sesuai dengan
RTRW Kabupaten Bengkayang.
Bidang Produk Produktifitas perdagangan hasil perkebunan jagung Memngkatkan pengembangan mdu’strl produk. Jagug dan Per.kebunarf
2, Unggulan Daersl dan produk pengolahan hasil perkebunan iaocung Kabupaten jagung untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan industri sebagai
P peng P jagung. penggerak utama perekonomian daerah.
Ponndhan san ot i S Mot o g prisions_nisks peinpng
infrastruktur wilayah. K camatan perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, Kabubt Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang
perdagangan dan industri pengolahan dan pemasaran. abupaten menghubungkan pusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.
Pengembangan  infrastruktur  yang  mendorong Kab Mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan
3. Bidang Infrastruktur | percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. Aupaten UMKM dan Koperasi.
Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah- . ) . .
wilayah yang menjadi kawasan strategis di Kabupaten Kabupaten Mempqcepat pcmbanggnap infrastruktur pada wilayah-wilayah yang
Bengkayang, menjadi kawasan strategis di Kabupaten Bengkayang.
T ——— ﬁb:eﬁzf; Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportas'i seperti sarana angkutan
' Kot umum yang menghubungkan antar kecamatan di kabupaten Bengkayang.
xzzﬁzl;:ﬁi ‘:/:r;gm;?)%‘:ﬁlﬁ:lgz ?:hf:lﬂ i ?I}a‘;;asixz Kibugues Memperluas pengembangan jaringan energi alternative, yaitu biodiesel,
- : . PLTS dan PLTD.
perdagangan, dan industri.
Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/isntansi untuk menjamin
menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian Kbt kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi
4, Bidang Energi keberadaan investasi energi melaui peraturan S melaui peraturan.
perundangan vang jelas dan konsisten. perundangan yang jelas dan konsisten.
;e;s;z]z‘a:f;gm:;?gcez:gn :;ngent:lr)l;irgua]:]mllm%;nkﬁ Kbt Mengembangkan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong
i Koperasi. percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.




No Fokus Tahap 11
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
l[:embenan Fasn]{tas, 'Kemudahan dap msc-_:ntlf u.ntuk Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan
egiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan : P ; . .
- Kabupaten Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat
perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan sctiaan biaha bk, @ Al e SO M W
baku dan pemasaran industri pengolahan. peny S i LR )
Penl?lgk atan kooydmasn antar lembaga/isatanst ““F“k Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/isntansi untuk menjamin
menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian . ; ;
b ; ; Kabupaten kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melaui peraturan
erusaha melaui peraturan perundangan yang jelas dan . ;
Londatan perundangan yang jelas dan konsisten.
: idang Per : : . : s = :
% | Biltiug Perdagangen Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat Mengembangkan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang
intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan Kabupaten memiliki keterkaikan besar ke depan (forward linkage) dan kebelakang
(forward linkage) dan kebelakang (backward linkage). (backward linkage).
Pengembangan  kegiatan  perdagangan  dengan Kabupaten Mengembangkan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM
pemberdayaan UMKM dan Koperasi. p dan Koperasi.
Meninglasiam (pelakaanain  presang usalia. yaiig . Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan
sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan Kabupaten i dan ke o dlamsn lemiars mengmwas perssingan
lembaga pengawas persaingan. PEngawasan. dan Renesdn SHILITMDECA TRlE P gan.
No Fokus Tahap 111
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
Penerapan Pelayanan Prima dalam perizinan maupun .
Peasanian Maodal Kabupaten Penerapan Pelayanan Prima.
Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan Kibubaten Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal
maupun penanaman modal p untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro Kibiipaten Harmonisasi regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling
i Umum investasi dan tidak saling bertentangan P bertentangan dan lebih pro investasi.
Pelaksanaan dan Pengawasan Regulasi tentang o — Evaluasi dan monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga
investasi P penerapan regulasi tentang investasi menjadi lebih baik.
Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun Melakukan evalu_am secara berkala untuk memblasa_ikan SDM melakukaq
Kabupaten pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Prima dalam melayani
penanaman modal. stakeholder
Meningkatkan pengembangan industri pengolahan Perkebunan jagung
Produktivitas hasil industri pengolahan produk e W sebagai produk lokal dan meningkatkan produktivitas perdagangan produk
Perkebunan jagung, untuk mendukung ekonomi rakyat ) pertanian dan perkebunan untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan
) Bidang Produk industri sebagai penggerak perekonomian daerah.
oEENIs A E:E;nbangan seltor srepls prsakung ketshan Kabupaten Mengembangkan sektor strategis pendukung ketahanan pangan.
F-ﬂmp]ementasi persaingan usaha yang sehat dan Kabupaten Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan

‘terlaksanya hubungan industrial.

industrial.

iv




No Fokus Tahap 111
Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
Pemngkatan SRR c‘lan i mfra_str_uknu Kabupaten. Meningkatkan ~sarana dan  prasarana  infrastruktur  penunjang
penunjing perckanomign dan lualies janngan gan el erekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah
infrastruktur wilayah. Kecamatan P JREAIE 2 &l
Pengembangan sektor strategis pendukung ; . ]
pengembangan infrastrukiur. Kabupaten Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur.
A\ . Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat Kgbypaten Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yan
3 Bidang Infrastruktur . JJAAE g meng dan seluruh . . S ] yang
’ perdagangan, industri, dan pariwisata. Kecamatan menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata.
Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan - Mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan
: - Kabupaten : " p
pengembangan infrastruktur nasional. infrastruktur nasional.
. - . . Kabapaten Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan
Peningkatan fasilitas penunjang transportasi dan seluruh & DOFAS &
’ umum yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
Kecamatan
. ; ‘ . Kabupaten oo ; ; ; "
Perluasan jaringan prasarana energi alternatif yaitu Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif yaitu biodiesel,
b J dan seluruh ]
biodiesel, PLTS dan PLTD S PLTS dan PLTD.
4 | 'Bidane Buerai ?zgig?::;%?‘:sisﬁzb:; e:ﬁriingzuafasnm;ljiaer::ﬂ Mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi
’ ans & ﬁasi%nal u?ltuk megmerl: uhig kebufuhan energi gi Kabupaten dengan pengembangan sumber energi nasional untuk memenuhi
; - & kebutuhan energi di kawasan industri Kabupaten Bengkayang.
kawasan industri Kabupaten Bengkayang
Pengembangan se'ktor strategis  pendukung Kabupaten Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan energi.
pengembangan energl.
. : Kabupaten ; ;
Pengembangan sektor industri pengolahan dengan daim aenili Mengembangakan sektor industri pengolahan dengan pemberdayaan
pemberdayaan UMKM dan Koperasi. E—— UMKM dan Koperasi.
I;:n;:;r;an [lﬁi:;;;'?i, siKer(;l:ndahaEstgsniﬁLn::'nt]f;n:jmnégl; Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk  kegiatan
g a exstenstikast s Kabupaten Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi
pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku bahan bakn (setengah jadi)
(setengah jadi). il
; Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui
5 Bidang Perdagangan | . : , . & . :
’ investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Kabupaten pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan
Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdagangan. perdagangan.
; . Kabupaten Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan
Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan s se};uruh . dustng al yang 1‘: armon!iés yang Y 8
terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. Ecamilit '
Pengembangan sektor industri pengolahan yang Mengembangkan sektor industri pengolahan yang terintegrasi dengan
g g
terintegrasi dengan pengembangan infirastruktur dan Kabupaten pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi.
g g

“pengembangan energi.
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Pengembangan Sasaran Lokasi Kebijakan
; s ; ; Kabupaton Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan
Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. dan seluruh .
umum yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
Kecamatan
i s . 2 . Kabupaten . . . . ik
Perluasan jaringan prasarana energi alternatif yaitu dan seluruh Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif yaitu biodiesel,
biodiesel, PLTS dan PLTD. K PLTS dan PLTD.
ecamatan
P‘enmgkatanl kegistan penclitian idan menmgkatka_n Melaksanakan penelitian dan meningkatkan citra energi Kabupaten
citra energi Kabupaten Bengkayang yang berbasis Kabupaten Bengkavane vang berbasis teknologi dan inovasi
4. | Bidang Energi teknologi dan inovasi. EROyHIE yONE & )
Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala
besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan Menyediakan variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat
perdagangan Kabupaten Bengkayang yang berbasis Kabupaten memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan Kabupaten Bengkayang
pengetahuan (knowledge-based-energi) dan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based- energi) dan teknologi.
teknologi.
Pengembangan sokiot - SHategis ‘pendukung. Eabupaten Mengembangakan sektor strategis pendukung pengembangan sektor
pegpkimgen, miion padaprigin Qi et aepsi Dan etk erdagangan dan jasa seperti sektor transportasi,dan jasa keuangan
sektor transportasi,dan jasa keuangan. Kecamatan P & J p P canl gan.
PemgAL penggunaan e !(eg1ata1? Kabapaten Meningkatakan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan  yang
perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dan seluruh . . 2o o
; s y ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
dari hulu ke hilir. Kecamatan
Implementasi persaingan usaha yang sehat dan Eliupsasen Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan
. ; . X dan seluruh . . 3
5. | Bidang Perdagangan | terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. Kecamatan industrial yang harmonis.
P.c nighatan kegiatin ponelitian dar} mcmngkgtkan Meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor
citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan Kabupaten d bartatia tsknelon dis :
inovasi. perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi.
I:::E:T:::ngaenrceszl:tg:snfﬂ g:’gang::an deng:i: S.k ala Mengembangakan sektor perdagangan dengan skala besar, mempercepat
’ percep g JR, Kabupaten distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada

energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan
dan teknologi.

pengetahuan dan teknologi.
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PERATURANBUHUTBENGKAYANG

NOMOR

: 77.] TAHUN 2025
TANGGAL: ) Yas wzmﬁ 200"
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 - 2026

Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

No

Rencana Proyek

Kondisi Saat Ini

Permasalahan Pokok

Langkah-Langkah
Pemecahan Masalah

SEKTOR UNGGULAN

Bidang Perdagangan/Jasa
dan Industri

Peruntukkan lahan perdagangan dan
kawasan industri yang belum dapat
dipastikan status dan wilayahnya.
Kesiapan daerah dalam mengembangkan
produk unggulan daerah dan sumber daya
manusia untuk pengembangannya.
Perencanaan pengembangan perdagangan
untuk skala internasional.

Sarana dan prasarana umum (transportasi,

aksesibilitas, dll) di  Kabupaten
Bengkayang masih terbatas sehingga
investor masih enggan untuk
menanamkan modal.

Data potensi, peluang investasi dan
penyajian informasi Penanaman Modal

masih belum akurat.

Kendala dalam Rencana Tata Ruang
Kabupaten Bengkayang.

Pemasaran Produk Unggulan dan lokasi
yang belum dapat ditentukan.

Kajian ilmiah.

Belum ditunjangnya sarana  dan
prasarana umum yang memadai untuk
kegiatan perdagangan skala lokal.
nasional dan internasional.

Penyediaan informasi peluang investasi
di bidang perdagangan, jasa, dan
industri masih terbatas.

Penetapan kawasan perdagangan dan industri
pada RTRW Kabupaten Bengkayang.
Pelaksanaan penelitian untuk mengidentifikasi
sejauh mana potensi unggulan dan sumber daya
yang dimiliki untuk dilakukan pemasaran skala
nasional dan internasional.

Penentuan lokasi dan jenis produk yang menjadi
unggulan serta sumberdaya yang dimiliki.
Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor
dalam mengupayakan peningkatan sarana dan
prasarana umum pendukung perdagangan dan
jasa, dan industri.




Langkah-Langkah

No Rencana Proyek i i
ye Kondisi Saat Ini Permasalahan Pokok Pemecahan Masalah
SEKTOR PENDUKUNG
2. | Bidang Energi Berhentinya produksi sementara akibat | ¢ Pemenuhan kebutuhan energi Melibatkan pihak swasta untuk pemenuhan

seringnya  pemadaman  listrik  di
Kabupaten Bengkayang,

Sudah ada perusahaan yang akan
berinvestasi di bidang energi untuk
memenuhi kekurangan energi di bidang

industri di Kabupaten Bengkayang.

Kabupaten Bengkayang saat ini belum
dapat terpenuhi karena izin investasi
energi yang terlalu lama.

e Sulimya menemukan sumber daya
untuk energi baru yang terbarukan di
wilayah Kabupaten Bengkayang.

energi di Kabupaten Bengkayang,

Pemenuhan energi untuk kawasan industri besar
Kabupaten Bengkayang harus diinvestasikan
secara terpisah dengan kawasan perdagangan
Kabupaten Bengkayang

)

Bidang Infrastruktur

Jalan baru vyang dibuat/baru
diperbaiki oleh Pemerintah sering
rusak.

Belum lancarnya  distribusi

barang, jasa dan informasi.

e Pemerintah telah menerbitkan Perda
tentang jalan tetapi angkutan yang
melewati jalan telah melebihi tekanan.

e Lambatnya distribusi barang, jasa dan
informasi akan mengurangi daya saing
produk nasional.

Menarik investor untuk melakukan kerjasama
dengan Pemerintah.

Para Pengusaha Perindustrian

harus membangun jalan khusus.

Menyusun  blue print  infrastruktur
secara
berkesinambungan.

Bidang Pariwisata

Sarana dan prasarana umum (transportasi,
aksesibilitas, dan lain-lain) di daerah
tujuan wisata masih terbatas sehingga
investor masih enggan untuk
menanamkan modal.

Banyaknya lahan/ kawasan daya tarik
wisata yang belum jelas statusnya.

Masih kurangnya investor di bidang
pariwisata.

e Belum ditunjangnya sarana  dan
prasarana umum yang memadai.

e Investor memerlukan kejelasan status
secara  yuridis dari  Pemerintah
Kabupaten = Bengkayang  mengenai
kawasan daya tarik wisata yang
potensial untuk berinvestasi.

di bidang
pariwisata masih terbatas.

Penyediaan informasi peluang investasi

Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor
dalam mengupayakan peningkatan sarana dan
prasarana umum pendukung pariwisata.
Menginventarisir kawasan daya tarik wisata
yang tidak bermasalah (clear area) dan
ditawarkan kepada calon investor.
Memaksimalkan promosi potensi pariwisata
kepada calon investor.
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